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ABSTRACT 
 
The aims of this research is to determine the application mudharabah 
contract on KSPPS BMT Dana Utama Mulia, How is the mecanism of the 
contract collector of funds mudharabah on KSPPS BMT Dana Utama Mulia, and 
whether the mudharabah accounting treatment of  KSPPS BMT Dana Mulia 
Utama is suitable with SFAS 105. 
This Research is a qualitative research which using qualitative descriptive 
analysis. This research is analyzee how mudharabah, mechanism, the accounting 
records collector of funds and compared with theories on SFAS number 105, in 
order to get the desired results. 
Based on the results of the research there are some findings, among which 
KSPPS BMT Dana Utama Mulia has not fully follow the reporting standards as 
set forth in SFAS Number 105 of the statement of financial accounting standards 
accounting mudarabah. In its activities KSPPS BMT Dana Utama Mulia is 
applied the theory and the existing rules on SFAS number 105 although it has not 
formally applied. Therefore, the researchers suggest that KSPPS BMT Dana 
Utama Mulia be able to aplied mudarabah accounting collector of funds which 
suitable with SFAS No. 105. 
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ABSTRAK 
 
 
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui penerapan akad 
mudharabah pada KSPPS BMT Dana Mulia Utama, Bagaimana mekanisme 
pengajuan akad penghimpun dana  mudarabah pada KSPPS BMT Dana Mulia 
Utama, dan apakah perlakuan akuntansi mudharabah pada KSPPS BMT Dana 
Mulia Utama telah sesuai dengan psak 105. 
 Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif lapangan dan 
menggunakan metode  analisis deskriptif kualitatif. Penelitian ini menganalisis 
tentang bagaimana akad mudharabah, mekanisme, pencatatan akuntansi 
penghimpun dana dan dibandingkan dengan teori-teori pada PSAK nomor 105, 
sehingga didapat hasil yang diinginkan. 
Dari hasil penelitian yang dilakukan terdapat beberapa temuan yang 
diangkat, diantaranya yaitu KSPPS BMT Dana Mulia Utama belum sepenuhnya 
mengikuti standard pelaporan sebagaimana yang diatur dalam PSAK No. 105 
tentang pernyataan standar akuntansi keuangan akuntansi mudharabah. Didalam 
kegiatannya KSPPS BMT Dana Mulia Utama sudah menerapkan teori dan aturan 
yang ada pada PSAK nomor 105 meskipun secara formal belum menerapkan. 
Oleh karena itu, peneliti menyarankan agar KSPPS BMT Dana Mulia Utama 
dapat menerapkan akuntansi penghimpun dana mudharabah yang sesuai dengan 
PSAK Nomor 105. 
 
 
Kata Kunci : Akuntansi Mudharabah, PSAK 105 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
1.1. Latar Belakang Masalah 
Perbankan syariah menerapkan suatu prinsip-prinsip islam ke dalam 
transaksi maupun kegiatan-kegiatan perbankan. Prinsip yang diterapkan dalam 
perbankan syariah yaitu transaksi keuangan yang berupa penyimpanan uang 
maupun penyaluran dana yang tidak dikenakan bunga (interest free banking), 
melainkan dengan konsep bagi hasil. 
Perbankan sebagai lembaga perantara keuangan merupakan jalur lalu 
lintas utama perekonomian. Perbankan melakukan fungsi penghimpun dana dari 
pihak surplus dan juga melakukan pengelolaan dana dengan menyalurkannya 
kejenis-jenis pembiayaan produktif maupun konsumtif. Kedua fungsi tersebut 
membuat perekonomian terus berputar dan produktif sehingga perkembangan 
ekonomi dan bisnis indonesia sejalan dengan perkembangan industry perbankan. 
Perbankan syariah memiliki rata-rata trend pertumbuhan yang tinggi jika 
dibandingkan dengan trend pertumbuhan perbankan konvensional. Pada tahun 
2013 pertumbuhan perbankan syariah 24,2% dari tahun 2012, sedangkan 
perbankan konvensional hanya tumbuh sebesar 16%. Namun, jika dilihat lebih 
lanjut pertumbuhan perbankan syariah lebih dominan pada sisi pertumbuhan 
pembiayaan. Dimana pertumbuhan-pertumbuhan pembiayaan tahun 2013 adalah 
24,8% sedangkan pertumbuhan pendanaan hanya 20,4%, ketimpangan 
pertumbuhan ini juga dapat dilihat dari financing to deposit ratio perbankan 
syariah yang cenderung tinggi antara 95,7% sampai 121,05% pada tahun 2013. 
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Ketimpangan pertumbuhan tersebut mengindikasikan bahwa produk 
pendanaan bank syariah untuk menghimpun dana pihak ketiga belum maksimal 
(bank Indonesia, outlook perbankan syariah: 2014) 
Rendahnya kinerja penghimpun dana perbankan syariah mengindikasikan 
rendahnya minat masyarakat untuk menyimpan uangnya diperbankan syariah. 
Semakin besar suatu bank menawarkan tingkat bunga atau Equivalent Rate (ER) 
bagi hasil maka kecenderungan nasabah untuk mempercayakan dananya dibank 
tersebut juga akan besar. 
Komposisi dana pihak ketiga perbankan syariah didominasi oleh produk 
deposito mudharabah sebesar 61,75% diikuti sebesar 9,52%. Berdasarkan data 
tersebut dapat dilihat bahwa komposisi dana pihak ketiga didominasi oleh produk 
pendanaan berbasis bagi hasil dengan akad mudharabah yaitu sebesar 90,48%. 
Namun, dominasi produk deposito mudharabah yang terlalu besar berdampak 
pada tingginya biaya dana perbankan syariah serta mengindikasikan kurangnya 
kemampuan menghimpun dana yang murah.  
Mudharabah memberikan manfaat kepada pemilik modal berupa 
pengelolaan usaha dan kepada orang yang diberi modal berupa harta. Dengan 
demikian, terciptalah kerja sama antara modal dan kerja. Dan keuntungan usaha 
secara mudharabah di bagi menurut kesepakatan yang di tuangkan dalam kontrak, 
sedangkan apabila rugi ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu bukan 
akibat kelalaian si pengelola.Seandainya kerugian itu di akibatkan karna 
kecurangan atau kelalaian si pengelola, si pengelola harus bertanggung jawab atas 
kerugian tersebut. 
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Ikatan akuntan Indonesia sejauh ini telah menerbitkan enam standar yang 
terkait dengan Akuntansi Syariah, yaitu PSAK 101 (penyajian dan pengungkapan 
laporan keuangan entitas syariah), PSAK 102 (Murabahah), PSAK 103 (Salam), 
PSAK 104 (Istishna‟), PSAK 105 (Muharabah), PSAK 106 (musyarakah).PSAK 
tersebut dikeluarkan sebagai pengganti PSAK no. 59 tentang akuntansi perbankan 
syariah. 
Dengan diterbitkannya PSAK 105 yang mengatur akuntansi pembiayaan 
Mudharabah yang diberlakukan mulai awal januari 2008, maka perbankan syariah 
yaitu suatu sistem perbankan yang pelaksanaannya berdasarkan hukum Islam.Dan 
berpegang teguh pada prinsip-prinsip syariah sudah seharusnya menggunakan 
prinsip syariah dalam perlakuan akuntansinya yang sesuai dengan PSAK 
105.Namun, kenyataannya di lapangan masih banyak ditemukan entitas yang 
menyalahi PSAK 105 itu sendiri. 
Terdapat penelitian terdahulu yaitu penelitian Widayatsari (2013) 
mengungkapkan bahwa cara penghimpun dana pihak ketiga dalam perbankan 
syariah dapat dilakukan dengan prinsip wadiah, yaitu titipan dari satu pihak 
kepihak yang lain yang harus dikembalikan kapan saja dipenyimpan 
menghendakinya dan mudharabah yang merupakan salah satu bentuk kerjasama 
antara investor dengan pihak kedua (mudharib) yang berfungsi sebagai pengelola 
dana dalam berdagang.  
Dalam penelitian selanjutnya yaitu Rosilawati (2013) mengungkapkan 
bahwa pengakuan pada perlakuan akuntansi tabungan mudharabah di BMT Al-
kautsar tidak menggunakan pemberian nama untuk dana yang diterima dari 
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pemilik dana, sehingga tidak sesuai dengan PSAK 105, dan untuk pengukuran nya 
terjadi kesalahan dalam perhitungannya, dan untuk pencatatan akuntansi keuangan 
dalam bentuk tabungan mudharabah dibuat jurnal pencatatan dan pengukurannya. 
Tetapi BMT Al-kautsar belum menggunakan jurnal pencatatan dan pengukuran 
yang sesuai dengan perlakuan akuntansi tabungan mudharabah menurut PSAK 
105. 
Dalam penelitian andriyanto mengungkapkan bahwa penerapan system 
bagi hasil yang dilakukan oleh bank syariah bukopin, bank muamalat Indonesia 
dan bank jateng syariah belum sepenuhnya menggunakan prinsip akuntansi yang 
sesuai syariah. 
Dengan diterbitkannya PSAK tersebut harusnya dijadikan acuan dalam 
praktek akuntansi baik lembaga keuangan bank maupun lembaga keuangan non 
bank. Karena akuntansi syariah tidak sekedar memberikan informasi untuk 
pengambilan keputusan, tetapi juga untuk menghindari praktek kecurangan seperti 
earning manajemen, income smoothing, window dressig, lapping dan teknik-
teknik lainnya yang biasa digunakan oleh manajemen keuangan konvensional 
dalam menyusun Laporan Keuangan. 
Dari hal-hal yang telah dijelaskan diatas, maka penelitian ini bertujuan 
untuk mengetahui sumber penghimpun dana mudharabah, untuk mengetahui 
perlakuan akuntansi penghimpun dana mudharabah dan untuk mengetahui 
kesesuian perlakuan akuntansi penghimpun dana pada KSPPS BMT Dana Mulia 
Utama dengan PSAK 105. Penelitian ini menggunakan KSPPS BMT Dana Mulia 
Utama sebagai objek penelitian karena lembaga ini adalah salah satu lembaga 
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keuangan yang telah melaksanakan laporan keuangan sesuai dengan syariah dan 
tidak semua pengelola yang ada di lembaga ini berlatar belakang syariah. 
Berdasarkan berbagai uraian diatas, maka penting sekiranya untuk 
mengetahui sejauh mana kesesuaian penerapan standar akuntansi syariah dengan 
pengelolaan akad dalam transaksi yang ada di KSPPS BMT Dana Mulia Utama. 
Sehingga disusunlah skripsi ini dengan judul “Analisis Perlakuan Akuntansi 
Mudharabah Untuk Penghimpunan Dana Dalam Kaitannya Dengan PSAK 105 
Pada KSPPS BMT Dana Mulia Utama”.  
 
1.2. Identifikasi Masalah 
Berdasarkan latar belakang diatas, maka masalah yang dapat di identifikasi 
adalah: 
1. Adanya tuntutan masyarakat Indonesia yang ingin perlakuan akuntansi 
penghimpun danasesuai dengan PSAK 105.  
2. Dalam akuntansi syari‟ah, suatu organisasi syari‟ah dalam hal ini entitas 
syariah, dalam transaksi laporan keuangan haruslah berdasarkan prinsip-
prinsip akuntansi syari‟ah. 
 
1.3. Batasan Masalah 
Batasan masalah dalam penelitian ini adalah penerapan akuntansi 
penghimpun dana  mudharabah pada KSPPS BMT Dana Mulia Utama serta 
kesesuaian nya dengan PSAK 105. 
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1.4. Rumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang yang diuraikan diatas maka dapat dibuat 
perumusan masalah yaitu: 
1. Bagaimana mekanisme pengajuan penghimpunan dana pada KSPPS BMT 
Dana Mulia Utama ? 
2. Apakah perlakuan akuntansi penghimpun dana mudharabah pada KSPPS 
BMT Dana Mulia Utama telah sesuai dengan PSAK 105 ? 
 
1.5. Tujuan Penelitian  
Tujuan penelitian ini adalah: 
1. Untuk mengetahui mekanisme pengajuan penghimpunan dana mudharabah 
pada KSPPS BMT Dana Mulia Utama 
2. Untuk menganalisis perlakuan akuntansi penghimpun dana mudharabah pada 
KSPPS BMT Dana Mulia Utama dan kesesuaian nya dengan PSAK 105. 
 
1.6. Manfaat Penelitian 
Dengan dilakukannya penelitian ini, diharapkan dapat memberi manfaat 
sebagai berikut. 
1. Bagi lembaga  
hasil penelitian ini diharapkan dapat memperbaiki perlakuan akuntansi yang 
selama ini dialankan, bila terdapat  beberapa hal yang perlu disesuaikan atau 
belum sesuai dengan PSAK syariah No. 105 
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2. Bagi akademis 
sebagai sarana untuk mengembangkan ilmu pengetahuan serta untuk 
mengevaluasi sejauh mana system pendidikan telah dijalankan sesuai dengan 
lebutuhan dan kondisi. 
3. Bagi peneliti selanjutnya 
sebagai tambahan referensi dalam melakukan penelitian yang sejenis, serta 
sumber informasi bagi lembaga atau organisasi terkait.  
 
1.7.  Jadwal penelitian  
Terlampir 
 
1.8. Sistematika Penulisan Skripsi  
  Sistematika atau susunan penulisan skripsi ini terdiri dari lima bab 
dan beberapa sub bab antara lain : 
BAB I. PENDAHULUAN  
Bab ini berisi latar belakang masalah, identifikasi masalah, batasan 
masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, 
jadwal penelitian, pelaksanaan penelitian, dan sistematika 
penulisan skripsi. 
BAB II  TINJAUAN PUSTAKA  
Bab ini berisi uraian tentang : deskripsi konseptual focus dan 
subfokus penelitian, dan  hasil penelitian yang Relevan. 
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BAB III METODE PENELITIAN 
Bab ini berisi uraian tentang desain penelitian, subyek penelitian, 
teknik pengumpulan data, teknik analisis data, validitas dan 
reliabilitas data. 
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN  
Bab ini berisi uraian tentang gambaran umum perusahaan yang 
berisi tentang sejarah singkat perusahaan, visi dan misi perusahaan, 
struktur organisasi, dan job descripson masing-masing divisi yang 
terdapat pada perusahaan, serta hasil penelitian yang didapat. 
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN  
Bab ini berisi uraian tentang Kesimpulan, Keterbatasan Penelitian, 
dan Saran-saran. 
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BAB II 
TINJAUAN PUSTAKA 
 
2.1. Deskripsi Konseptual Fokus Dan Subfokus Penelitian 
2.1.1.Akuntansi Syariah 
 Secara sederhana, pengertian akuntansi syariah dapat di jelaskan melalui 
akar kata yang dimiliknya, yaitu akuntansi dan syariah. Definisi bebas dari 
akuntansi adalah identifikasi transaksi yang kemudian di ikuti dengan kegiatan 
pencatatan, penggolongan, serta pengikhtisaran transaksi tersebut, sehingga 
menghasilkan laporan keuangan yang dapat digunakan untuk pengambilan 
keputusan. Definisi dari syariah adalah aturan yang telah ditetapkan oleh Allah 
SWT untuk dipatuhi oleh manusia dalam menjalani segala aktivitas hidupnya di 
dunia. Jadi, akuntansi syariah dapat di artikan sebagai proses atas transaksi-
transaksi yang sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan oleh Allah SWT. (Sri 
Nurhayati : 2011) 
 Akuntansi syariah sejak awal perkembangannya di Indonesia, pada paruh 
kedua 1990an, mengalir menjadi dua bentuk, yaitu akuntansi syariah praktis dan 
akuntansi syariah filosofis-teoritis. Betuk pertama lebih menekankan pada 
kebutuhan praktis penyedia dan pengguna laporan keuangan akuntansi syariah, 
karna berorientasi pada kebutuhan praktis menyebabkan kurang memperhatikan 
nilai filosofis, sehingga terkesan melakukan modifikasi sederhana atas akuntansi 
modern yang saat ini dominan di praktekkan. 
 Sedangkan yang kedua menekankan pada bentuk ideal dengan cara 
menggali dan menggunakan nilai-nilai filosofis islam untuk kemudian digunakan 
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sebagai landasan dalam membangun teori akuntansi syaiah (Triyuwono, 2006: v). 
dari kedua bentuk akuntansi syariah tersebut, masing-masing mempunyai 
kelebihan dan kekurangan. 
 Kelebihan akuntansi syariah praktis menurut triyuwono (2006:vi) adalah 
kesediaan standar yang instan untuk memenuhi kebutuhan dunia bisnis, yaitu 
adanya standar akuntansi yang diperuntukan bagi berbagai entitas (baik entitas 
keuangan maupun entitas non keuangan) di Indonesia. 
 Sementara kekurangannya terletak pada bentuknya yang parsial akibat 
proses modifikasi instan yang dilakukan terhadap akuntansi modern 
(konvensional), sehingga kurang (tidak) memperhatikan nilai filosofis islam yang 
semestinya menjadi fundamen utama bagi bentuk akuntansi syariah. Sebaliknya, 
akuntansi syariah filosofis-teoritis melihat secara kritis terhadap akuntansi 
modern, termasuk nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. 
 Teori akuntansi dalam hal ini akuntansi syariah di pelajari sebagai suatu 
system akuntansi dan pada saat yang sama ditafsirkan sebagai sesuatu yang 
berhubungan dengan manajemen, ekonomi, hukum, politik dan agama 
(Muhammad, 2005: 153). Akuntansi syariah tidak semata-mata dipahami sebagai 
instrument bisnis, tetapi juga sebagai instrument yang dapat menstimulasi bangkit 
dan hidupnya kesadaran ke-Tuhan-an (juga kesadaran ketuhanan dan kesadaran 
lingkungan) bagi penggunanya. 
 Akuntansi syariah dapat dikiaskan sebagai instrument yang dapat 
menghubungkan manusia dari dunia materi ke dunia ke-Tuhan-an (non-materi). 
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Akuntansi syariah merintis batas realitas materi ke realitas yang lebih tinggi 
hingga pada realitas tuhan sebagai realitas absolute (Triyuwono, 2006: viii). 
 
2.1.2. Bisnis dalam Islam  
Menurut Kismono (2003: 4), secara terminologi, “bisnis merupakan 
sebuah kegiatan atau usaha”. Bisnis dapat pula diartikan sebagai aktivitas terpadu 
yang meliputi pertukran barang, jasa, atau uang yang di lakukan dua pihak atau 
lebih dengan maksud untuk memperoleh manfaat atau keuntungan. Menurut 
Djakfar (2008), “bisnis juga dipahami sebagai usaha individu (private) yang 
terorganisasi atau melembaga, untuk menghasilkan dan menjual barang atau jasa 
guna mendapatkan keuntungan dalam memenuhi kebutuhan masyarakat” . 
Dalam kaidah fiqh, karakteristik ilmu ekonomi islam ditegaskan bahwa : 
a. pada dasarnya sesuatu praktik muamalah boleh dilakukan, kecuali ada 
dalil yang mengharamkannya atau dalil yang meniadakan kebolehanny 
b. setiap muslim terikat dengan syarat yang disepakatinya, kecuali syarat 
yang menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal (Fahruddin, 2008: 
119-120). 
Aktivitas bisnis dapat menjadi sebuah bentuk ibadah seseorang jika 
dilaksanankan sesuai dengan perintah Allah dan kode prilaku islam. Islam 
menegaskan bahwa mencari sumber penghidupan melalui bisnis yang adil adalah 
seperti mencari anugrah Allah Swt. Ayat-ayat Al-Qur‟an berikut menjelaskan 
bagaimana bisnis dalam islam.  
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َايااَهُّ َيأاَانيِذَّلاااوُنَمآالاااوُلُكَْتَاْامُكَلاَوَْمأاْامُكَن ْ ي َباِالِطاَبْلِبِالاِإاْانَأاَانوُكَتاا َةراَِتِاْانَعاا ضَار َتاْامُكْنِمالاَوا
اوُل ُتْق َتاْامُكَسُف َْنأااَّنِإاَاَّللّااَاناَكاْامُكِباا ميِحَرا(ٕ٢) 
 
Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakn harta 
sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perdagangan yang 
berlaku dengan suka sama suka diantara kalian. Dan janganlah kamu 
membunuh dirimu, sesungguhnya Allah Maha penyayang kepadamu. 
(QS.An-nisaa‟,4; 29). 
 
Dalam islam memerintahkan untuk memperhatikan kualitas produk. 
Barang yang dijual harus terang dan jelas kuaitasnya. Sebagaimana firman Allah 
dalam Surat Al Baqarah: 168 sebagai berikut : 
َايااَهُّ َيأاُاساَّنلاااوُلُكااَّمِااِفاِاضْرلأاالالاَحاا بَِّيطالاَوااوُعِبَّت َتاِاتاَُوطُخاِانَاطْيَّشلااُاهَِّنإاْامُكَلاا وُدَعاانيِبُما
(ٔ٦١) 
 
Artinya : “wahai manusia! Makanlah dari makanan yang halal dan baik 
yang terdapat dibumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah 
setan. Sesungguhnya setan itu musuh yang nyata bagimu” (QS. Al-
Baqarah:168). 
 
2.1.3. Akad 
Secara bahasa, kata “akad” berasal dari Bahasa Arab al-„aqd yang secara 
etimolagi berarti perikatan, perjanjian dan permufakatan, (al-ittifaq). Secara 
terminology fiqh, akad didefinisikan dengan ”pertalian ijab (pernyataan 
melakukan ikatan) dan Kabul (pernyataan penerimaan ikatan) sesuai dengan 
kehendak syari‟at yang berpengaruh pada objek perikatan”. Akad adalah suatu 
perikatan antara ijab dan Kabul dengan cara yang dibenarkan syara, yang 
menetapkan adanya akibat-akibat hokum pada objeknya. 
Sedangkan pengertian akad secara umum menurut Ibn Taymiyah, “segala 
sesuatu yang dikerjakan oleh seseorang berdasarkan keinginannya sendiri, seperti 
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wakaf,  talak, pembebasan, atau sesuatu yang pembentukanya membutuhkan 
keinginan dua orang seperti jual beli, perwakilan, dan gadai”. 
Sementara dalam arti khusus, akad menurut Imam al-Syaukani, “perikatan 
yang ditetapkan dengan ijab qabul berdasarkan ketentuan syara‟ yang berdampak 
pada objeknya atau menghubungkan ucapan salah seorang yang berakad dengan 
yang lainnya sesuai syara‟ dan berampak pada objeknya” (Djamil, 2012:6) 
Dari pengertian tersebut, menunjukkan bahwa akad terdiri dari beberapa 
pihak untuk mengikat diri tentang perbuatan yang akan dilakukan dalam suatu hal 
tertentu. Akad diwujudkan melalui ijab dan qabul. Menurut Djamil (2012:6), “ijab 
adalah pernyataan pihak pertama mengenai isi perikatan yang diinginkan”, 
sedangkan “qabul adalah pernyataan pihak kedua untuk menerimanya”. Ijab dan 
qabul inilah yang menunjukkan adanya sukarela timbal balik atas akad yang 
dilakukan oleh pihak yang bersangkutan. 
Sementara itu, akad ini mengikat semua pihak yang bertransaksi. Jika 
salah satu pihak melakukan transaksi yang tidak sesuai syariah, sudah barang 
tentu akad yang dilakukan tidak sah dan muamalah yang dilakukan haram. Akad 
memiliki rukun-rukun, yaitu : 
1.  „Aqid, adalah orang yang berakad terkadang masing-masing pihak terdiri dari 
satu orang, terkadang terdiri dari beberapa beberapa orang.  
2.  Ma‟qud alaih, ialah benda-benda yang diakadkan, seperti benda-benda yang 
dijual dalam akad jual beli, dalam akad hibah (pemberian), gadai, utang yang 
dijamin seseorang dalam akad kafalah.  
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3. Maudhu‟ al-„aqd, yaitu tujuan atau maksud pokok mengadakan akad. Berbeda 
akad maka berbedalah tujuan pokok akad.  
4.  Shighat al-aqd, ialah ijab Kabul, ijab ialah permulaan penjelasan yang keluar 
dari salah seorang yang berakad sebagai gambaran kehendaknya dalam 
mengadakan akad. Kabul ialah perkataam yang keluar dari pihak yang berakad 
pula yang diucapkan setelah adanya ijab.  
Hal-hal yang harus diperhatikan dalam shighat al-aqd (akad) ialah: 
a. Shighat al-aqd harus jelas pengertiannya, misalnya: “aku serahkan benda ini 
kepadamu sebagai hadiah atau pemberiannya”. 
b. Harus bersesuian antara ijab dan Kabul.  
c.  Menggambarkan kesungguhan kemauan dari pihak-pihak yang bersangkutan, 
tidak terpaksa, atau tidak karena diancam.  
Beberapa cara yang diungkapkan dari para ulama‟ fiqh dalam berakad, yaitu : 
1.  Dengan cara tulisan atau kitabah, misalnya dua aqad berjauhan tempatnya 
maka ijab Kabul boleh dengan kitabah atau tulisan.  
2. Isyarat, bagi orang tertentu akad atau ijab kabul tidak dapat dilaksanakan 
dengan tulisan maupun lisan, misalnya pada orang bisu yang tidak bias baca 
maupun tulis, maka orang tersebut akad dengan isyarat.  
3. Perbuatan, cara lain untuk membentuk akad selain secara lisan, tulisan atau 
isyarat ialah dengan cara perbuatan. Misalnya seorang pembeli menyerahkan 
sejumlah uang tertentu kemudian penjual menyerahkan barang yang 
dibelinya.  
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4. Lisan al-hal. Menurut sebagian ulama‟, apabila seseorang meninggalkan 
barang-barang dihadapan orang lain kemudian dia pergi dan orang yang 
ditinggali barang-barang itu berdiam diri saja, hal itu dipandang telah ada akad 
ida‟ (titipan).  
Berikut perinciannya menurut Djamil (2012:28), pertama: pihak-pihak 
yang melakukan akad (transaktor). Maksudnya adalah dua orang atau lebih yang 
terlibat langsung dalam transaksi, yang melakukan ijab dan qabul. Pihak yang 
berakad ini harus memahami syarat sehingga transaksinya dianggap sah. Syarat-
syarat tersebut adalah : 
1. Syarat-syarat yang bersifat umum, yaitu syarat-syarat yang wajib sempurna 
wujudnya dalam berbagai akad, yaitu : 
a. Kedua orang yang melakukan akad cakap bertindak (ahli), maka akad orang 
tidak cakap (orang gila, orang yang berada dibawah pengampuan (mahjur) 
karena boros dan lainnya akadnya tidak sah. 
b. Yang dijadikan objek akad dapat menerima hukumnya. 
c. Akad itu diijinkan oleh syara‟, dilakukan oleh orang yang mempunyai hak 
melakukannya, walaupun dia bukan akid yang memiliki barang. 
d. Akad bukan jenis akad yang dilarang. 
e. Akad dapat memberi faedah. 
f. Ijab harus berjalan terus, maka ijab tidak sah apabila ijab tersebut dibatalkan 
sebelum adanya qobul. 
g. Ijab dan qobul harus bersambung, jika seseorang melakukan ijab dan berpisah 
sebelum terjadinya qobul, maka ijab yang demikian dianggap tidak sah. 
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2.  Syarat-syarat yang bersifat khusus, yaitu syarat-syarat yang wujudnya 
wajib ada dalam sebagian akad. Syarat khusus ini juga disebut dengan idhofi 
(tambahan) yang harus ada disamping syarat-syarat yang umum, seperti syarat 
adanya saksi dalam pernikahan.  
 
2.1.4. Akad Mudharabah 
1. Definisi Mudharabah  
Akad mudharabah adalah penanaman dana dari pemilik dana (shahibul 
Maal) kepada pengelola dana (mudhorib) untuk melakukan kegiatan usaha 
tertentu, dengan pembagian menggunakan metode bagi untung (profit sharing) 
atau metode bagi pendapatan (net revenue sharig) antara kedua belah pihak 
berdasarkan nisbah yang telah disepakati sebelumnya. (PBI No.9/9/PB/2007 
tanggal 18 juni 2007). 
 Akad mudharabah merupakan suatu transaksi investasi yang berdasarkan 
kepercayaan. Kepercayaan merupakan unsur terpenting dalam akad mudharabah, 
yaitu kepercayaan dari pemilik dana kepada pengelola dana. Kepercayaan ini 
penting dalam akad mudharabah karna pemilik dana tidak boleh ikut campur 
dalam manajemen perusahaan atau proyek yang dibiayai dengan dana pemilik 
dana tersebut. Kecuali sebatas memberikan saran-saran dan melakukan 
pengawasan pada pengelola dana. 
Secara teknis, Antonio (2011) medefinisikan mudharabah sebagai akad 
kerjasama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama (shahibul maal) 
menyediakan seluruh 100% modal, sedangkan pihak lainnya menajadi pengelola. 
Keuntungan usaha secara mudharabah dibagi menurut kesepakatan yang 
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dituangkan dalam kontrak, sedangkan apabila rugi ditanggung oleh pemilik 
modal, selama kerugian itu bukan akibat kelalaian si pengelola. Seandainya 
kerugian itu diakibatkan oleh kecurangan atau kelalaian sipengelola, sipengelola 
harus bertanggung jawab atas kerugian tersebt. 
Dalam mudharabah, pemilik dana tidak boleh mensyaratkan sejumlah 
tertentu untuk bagiannya karna dapat dipersamakan dengan riba yaitu meminta 
kelebihan atau imbalan tanpa ada factor penyeimbang (iwad) yang diperbolehkan 
syariah. Keuntungan yang dibagikan pun tidak boleh menggunakan nilai proyeksi 
(predictive value) akan tetapi harus menggunakan nilai realisasi keuntungan, yang 
mengacu pada laporan hasil usaha yang secara periodik disusun oleh pengelola 
dana dan diserahkan pada pemilik dana.  
Pada prinsipnya, dalam mudharabah tidak boleh ada jaminan atas modal, 
namun demikian agar pengelola dan tidak melakukan penyimpangan, pemilik dan 
dapat meminta jaminan dari pengelola dana atau pihak ketiga. Tentu saja jaminan 
ini hanya dapat dicairkan apabia pengelola dana terbukti melakukan kesalahan 
yang disengaja, lalai atau melakukan pelanggaran terhadap hal-hal yang telah 
disepakati bersama dalam akad. 
a. Ketentuan Atas Mudharabah (Rukun dan Syarat) 
1) penyedia dana (shahibul maal) dan pengelola (mudharib) harus cakap 
hukum. 
2) pernyataan ijab dan qabul haus dinyatakan oleh pihak untuk menyatakan 
kehendak mereka dalam mengadakan akad, dengan memperhatikan hal-hal 
berikut : 
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a) penawaran dan penerimaan harus secara eksplisit menunjukkan tujuan 
kontrak (akad). 
b) penerimaan dan penawaran dilakukan saat kontrak. 
c) akat dituangkan secara tertulis, melalui korespondensi, atau dengan 
menggunakan cara-cara komunikasi modern. 
b. modal ialah sejumlah uang dan atau asset yang diberikan oleh penyedia dana 
kepada mudharib untuk tujuan usaha dengan syarat sebagai berikut : 
1) modal harus diketahui jumlah dan  jenisnya. 
2) modal dapat berbentuk uang atau barang yang dinilai. Jika modal 
diberikan dalam bentuk aset, maka aset tersebut harus dinilai pada waktu 
akad. 
3) modal tidak dapat berbentuk piutang, dan harus dibayarkan kepada 
mudharib, baik secara bertahap maupun tidak, sesuai dengan kesepakatan 
dalam akad. 
c. keuntungan mudharabah adalah jumlah yang didapat sebagai kelebihan dari 
modal. Syarat keuntungan berikut ini harus dipenuhi :  
1) harus diperuntukkan bagi kedua pihak dan tidak boleh disyaratkan hanya 
untuk satu pihak. 
2) bagian keuntungan proporsional bagi setiap pihak harus diketahui dan 
dinyatakan pada waktu kontrak disepakati dan harus dalam bentuk 
prosentase (nisbah) dari keuntungan sesuai kesepakatan. Perubahan nisbah 
harus berdasarkan kesepakatan. 
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3) penyedia dana menanggung semua kerugian akibat dari mudharabah dan 
pengelola tidak boleh menanggung kerugian apapun kecuali diakibatkan 
dari kesalahan disengaja, kelalaian, atau pelanggaran kesepakatan. 
d. kegiatan usaha  oleh pengelola (mudharib) sebagai pertimbangan (muqobil) 
modal yang disediakan oleh penyedia dana, harus memperthatikan hal-hal 
berikut : 
1) kegiatan usaha adalah hak ekslusif mudharib, tanpa campur tangan 
penyedia dana, tetapi ia mempunyai hak untuk melakukan pengawasan. 
2) penyedia dana tidak boleh mempersempit tindakan pengelola sedemikan 
rupa yang dapat menghalangi tercapainya tujuan mudharabah, yaitu 
keuntungan. 
3) Pengelola dana tidak boleh menyalahi hukum syari‟ah Islam dalam 
tindakannya yang berhubungan dengan mudharabah, dan harus mematuhi 
kebiasaan yang berlaku dalam aktivitas itu.  
Menurut Ijmak Ulama, mudharabah hukumnya jaiz (boleh). Karena di 
dalam Al-Qur‟an di terangkan : 
اَذَِإفاِاتَيِضُقاُاةلاَّصلاااوُرِشَت ْنَافااِفاِاضْرلأااَا ت ْباَواوُغاْانِماِالْضَفاِاَّللّاا...(ٔٓ)ا
 
Apabila telah ditunaikan shalat maka bertebaranlah kamu di muka bumi 
dan carilah karunia Allah SWT. (QS 62:10) 
 
ْانَِإف....اَانَِمأاْامُكُضْع َباا ضْع َباِّادَؤ ُيْل َفايِذَّلااَانُِتُْؤااُاهَت َناََمأاِاقَّت َيْلَواَاَّللّااُاهََّبرالاَوااوُمُتْكَتا
َاةَداَهَّشلااْانَمَوااَهْمُتْكَياُاهَّنَِإفاانِثآاُاهُبْل َقاُاَّللّاَواَابِاَانوُلَمْع َتاانميِلَعا(ٕ١ٖ) 
 
…. Maka, jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, hendaklah 
yang dipercayai itu menunaikan amanatnya dan hendaklah ia bertakwa 
pada Allah Tuhannya.. . (QS 2:283) 
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Transaksi syariah didasarkan pada paradigma dasar bahwa alam semesta 
diciptakan oleh tuhan sebagai amanah (kepercayaan ilaihi) dan sarana 
kebahagiaan hidup bagi seluruh umat manusia untuk mencapai kesejahteraan 
hakiki secara material dan spiritual (al-falah). Substansinya adalah setiap aktivitas 
umat manusia memiliki akuntabilitas dan nilai ilahiyah yang menempatkan 
perangkat syariah dan akhlak sebagai parameter baik dan buruk, benar dan 
salahnya aktivitas usaha. Transaksi syariah berasaskan pada prinsip : 
a. Persaudaraan (Ukhuwah), yang berarti bahwa transaksi syariah menjunjung 
tinggi nilai kebersamaan dalam memperoleh manfaat, sehingga seseorang 
tidak boleh mendapatkan keuntungan diatas kerugian orang lain. 
b. Keadilan (adalah), yang berarti selalu menempatkan sesuatu hanya pada yang 
berhak dan sesuai dengan posisinya. 
c. Kemaslahatan (maslahah), yaiu segala bentuk kebaikan dan manfaat yang 
berdimensi duniawi dan ukhrawi, material dan spiritual, serta individual dan 
kolektif. Kemslahatan harus memenuhi dua unsur, yaitu  halal (patuh terhadap 
ketentuan syariah) dan Thayib (membawa kebaikan dan bermanfaat). 
d. Keseimbangan (tawazun), transaksi syariah ini tidak hanya memperhatikan 
kepentingan pemilik semata, tetapi memperhatikan kepentingan semua pihak 
sehingga dapat merasakan manfaat adanya suatu kegiatan ekonomi tersebut. 
e. Universalisme (syumuliyah), dimana esensinya dapat dilakukan oleh, dengan 
dan untuk semua pihak yang berkepentingan tanpa membedakan suku, agama, 
ras, dan golongan sesuai dengan semangat kerahmatan semesta. 
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2. Jenis-Jenis Mudharabah  
Menurut PSAK 105, kontak mudharabah dapat dibagi menjadi 3 jenis, 
yaitu : Mudharabah Muqayyadah, mudharabah mutlaqah, mudharabah 
musytarakah. 
a. Mudharabah Muqayyadah 
Mudharabah muqayyaah adalah bentuk kerjasama antara pemilik dana dan 
pengelola, dengan kondisi pengelola dikenakan pembatasan oleh pemilik dana 
dalam hal tempat, cara, dan atau objek investasi. Dalam transaksi mudharabah 
Muqayyadah, bank syariah bersifat sebagai agen yang menghubungkan shahibul 
maal dengan mudharib. Peran agen yang dilakukan oleh bank syariah mirip 
dengan peran manajer investasi pada perusahaan sekuritas. (widjaja : 2012) 
Mudharabah Muqayyadah biasa di debut dengan mudharabah terikat 
(restricted mudharabah). Dalam praktik perbankan, mudharabah Muqayyadah 
terdiri atas dua jenis, yaitu mudharabah Muqayyadah executing dan mudharabah 
Muqayyadah channeling.  Pada mudharabah Muqayyadah executing, bank syariah 
sebagai pengelola menerima dana dari pemilik dana dengan pembatasan hal 
tempat, cara dan atau objek investasi. Akan tetapi, bank syariah memiliki 
kebebasan dalam melakukan seleksi terhadap calon mudharib yang layak 
mengelola dana tersebut. 
Sementara itu, mudharabah Muqayyadah channeling, bank syariah tidak 
memiliki kewenangan dalam menyeleksi calon mudharib yang akan mengelola 
dana tersebut.(Widjaja: 2012) 
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b. Mudharabah Muthlaqah 
Mudharabah muthlaqah adalah bentuk kerjasama antara pemilik dana dan 
pengelola tanpa adanya pembatasan oleh pemilik dana dalam hal tempat, cara dan 
atau objek investasi. Dalam hal ini, pemilik dana member kewenangan yang 
sangat luas kepada mudharib untuk menggunakan dana yang diinvestasikan. 
Kontrak mudharabah muthlaqah dalam perbankan syariah digunakan untuk 
tabungan maupun pembiayaan. 
 Adapun pada pembiayaan mudharabah, bank berperan sebagai pemilik 
dana yang menginvestasikan dana yang ada padanya kepada pihak yang lain yang 
menggunakan dana untuk keperluan usahanya. Pihak lain yang memerlukan dan 
mengelola dana tersebut biasa disebut nasabah pembiayaan. 
c. Mudharabah Musytarakah  
Mudharabah musytarakah adalah bentuk mudharabah dimana pengelola 
dana menyertakan modal dan dananya dalam kerja sama investasi. Akad 
musyarakah ini pada dasarnya merupakan perpaduan antara akad mudharabah dan 
akad musyarakah. Dalam mudharabah musytarakah, pengelola dana berdasarkan 
akad (mudharabah) menyertakan juga dananya dalam investasi  bersama 
(berdasarkan akad musyarakah). 
Setelah penambahan dana oleh pengelola, pembagian hasil usaha antara 
pengelola dana dan pemilik dana dalam muharabah adalah sebesar hasil usaha 
musyarakah setelah dikurangi porsi pemilik dana sebagai pemilik dana 
musyarakah. 
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3. hak dan kewajiban dalam mudharabah 
a. Mudharabah boleh dibatasi pada periode tertentu. 
b. Kontrak tidak boleh dikaitkan (mu‟allaq) dengan sebuah kejadian di masa 
depan yang belum tentu terjadi. 
c. Pada dasarnya, dalam mudharabah tidak ada ganti rugi, karena pada dasarnya 
akad ini bersifat amanah (yad al-amanah), kecuali akibat dari kesalahan 
disengaja, kelalaian, atau pelanggaran kesepakatan. 
d. Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi 
perselisihan di antara kedua belah pihak, maka penyelesaiannya dilakukan 
melalui Badan Arbitrasi Syari‟ah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui 
musyawarah. 
 
2.1.5. PSAK Syariah 
 Dalam PSAK syariah yang dikeluarkan oleh IAI (Ikatan Akuntan 
Indonesia) dijelaskan bahwa dalam rangka menghasilkan keterbukaan, 
akuntabilitas dan dapat diperbandingkannya pelaksanaan suatu transaksi syariah 
pada berbagai entitas maka diperlukan kerangka dasar dan PSAK Syariah yang 
mengatur perlakuan akuntansi untuk setiap transaksi syariah. 
 Penyusunan beberapa PSAK dan Kerangka Dasar penyusunan dan 
Penyajian Laporan Keuangan Transaksi Syariah (KDPPLKS) ini dilakukan 
setelah menelaah dan mengakomodasi berbagai ketentuan yang terkait dengan 
industri, baik ketentuan internasional maupun peraturan-peraturan yang 
dikeluarkan oleh pemerintah. 
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Beberapa ketentuan tersebut antara lain : Accounting Standard of Islamic 
Financial Institution yang dikeluarkan oleh IAI (Accounting and Auditing 
Organisation for Islamic Financial Institutions); standar akuntansi keuangan 
Negara lain sebagai pembandig ; fatwa-fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan 
Syariah Nasional (DSN) Majelis Ulama Indonesia (MUI), perundang-undang 
yang terkait. 
 
2.1.6. PSAK No. 105 tentang Akuntansi Mudharabah  
 Fatwa DSN tentang Mudharabah kemudian diadopsi kedalam Penyusunan 
Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 105. Namun, tidak seluruh fatwa DSN 
diadopsi oleh PSAK No. 105 tersebut, misalnya fatwa DSN mengatur bahwa 
pembiayaan mudharabah adalah pembiayaan yang disalurkan oleh LKS kepada 
pihak lain untuk suatu usaha yang produktif. Sedangkan PSAK No. 105 hanya 
mengakomodasikan bahwa pembiayaan mudharabah hanya mencakup akad 
kerjasama yang keuntungannya sesuai dengan kesepakatan. PSAK No. 105 atas 
akuntansi mudharabah ini diterapkan untuk entitas yang melakukan transaksi 
syariah. 
Dalam PSAK dijelaskan bahwa mudharabah adalah akad kerjasama usaha 
antara dua pihak, dimana pihak pertama (pemilik dana) menyediakan seluruh 
dana, sedangkan pihak kedua (pengelola dana) bertindak selaku pengelola, dan 
keuntungan di bagi diantara mereka sesuai kesepakatan sedangkan kerugian 
secara financial di tangung oleh pemilik dana. 
1. Mudharabah muthlaqoh adalah mudharabah dimana pemilik dana memberikan 
kebebasan kepada pengelola dana dalam pengelolaan investasinya. 
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2. Mudharabah Muqayyadah adalah mudharabah dimana pemilik dana 
memberikan batasan kepada pengelola dana untuk mengelola dana antara lain 
umengenai tempat, cara, dan atau objek  investasinya. 
3. Mudharabah mustyarakah adalah bentuk mudharabah dimana pengelola dana 
menyertakan dananya dalam kerjasama investasi. 
Dari beberapa pengertian tersebut dalam PSAK No. 105 diatas merupakan 
penerapan ilmu fiqh akuntansi syariah atas suatu akad mudharabah pada 
umumnya. Selanjutnya dalam PSAK No. 105 disebutkan beberapa karakteristik 
atas mudharabah, yaitu :  
1. Entitas dapat bertindak baik sebagai pemilik dana atau pengelola dana. 
2. Mudharabah terdiri dari mudharabah mutlaqah, mudharabah Muqayyadah, 
mudharabah musytarakah. Jika entitas bertindak sebagai pengelola dana, maka 
dana yang diterima disajikan sebagai dana syirkah temporer.  
3. Dalam mudharabah Muqayyadah, contoh batasan antara lain : 
a. Tidak mencampurkan dana pemilik dana dengan dana lainnya. 
b. Tidak menginvestasikan dana pada transaksi penjualan cicilan, tanpa 
penjamin, atau tanpa jaminan. 
c. Mengharuskan pengelola dana untuk melakukan investasi sendiri tanpa 
pihak ketiga.  
4. Pada prinsipnya dalam penyaluran mudharabah tidak ada jaminan, namun agar 
pengelola dan tidak melakukan penyimpangan maka pemilik dana dapat 
meminta jaminan dari pengelola dana atau pihak ketiga. Jaminan ini hanya 
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bisa dicairkan pabila pengelola dana terbukti melakukan pelanggaran terhadap 
hal-hal yang telah di sepakati bersama dalam akad. 
5. Pengambilan dana mudharabah dapat dilakukan secara bertahap bersama 
dengan distribusi bagi hasil atau secara total pada saat akad mudharabah 
diakhiri. 
6. Jika dari pengelolaan dana mudharabah menghasilkan keuntungan, maka porsi 
jumlah bagi hasil untuk pemilik dana dan pengelola dana dilakukan 
berdasarkan nisbah yang disepakati dari hasil usaha yang diperoleh selama 
masa akad. Jika dari pengelolaan dana menimbulkan kerugian, maka kerugian 
financial menjadi tanggung jawab pemilik dana. 
Dalam PSAK 105 dijelaskan bahwa prinsip pembagian hasil usaha 
mudharabah dapat dilakukan berdasarkan prinsip bagi hasil atau bagi laba. Jika 
berdasarkan prinsip bagi hasil, maka dasar pembagian hasil usaha adalah laba 
bruto (gross profit) bukan total  pendapatan usaha (omset). Sedangkan jika 
berdasarkan konsep bagi laba, dasar pembagian adalah laba neto (net profit) yaitu 
laba bruto dikurangi beban yang berkaitan dengan pengelolaan dana mudharabah. 
7. Akuntansi untuk pemilik dana 
Dana mudharabah yang disalurkan oleh pemilik dana diakui sebagai 
investasi mudharabah pada saat pembayaran kas atau penyerahan aset nonkas 
kepada pengelola dana. Dan Pengukuran investasi mudharabah adalah sebagai 
berikut: 
a. investasi mudharabah dalam bentuk kas diukur sebesar jumlah yang 
dibayarkan. 
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b. investasi mudharabah dalam bentuk aset nonkas diukur sebesar nilai wajar 
aset nonkas pada saat penyerahan. 
  Dan jika nilai wajar lebih tinggi dari pada nilai tercatatnya diakui, 
maka selisihnya diakui sebagai keuntungan tangguhan dan diamortisasi sesuai 
jangka waktu akad mudharabah. Tapi jika nilai wajar lebih rendah daripada nilai 
tercatatnya, maka selisihnya diakui sebagai kerugian. 
Dan  jika nilai investasi mudharabah turun sebelum usaha dimulai disebabkan 
rusak, hilang atau faktor lain yang bukan kelalaian atau kesalahan pihak pengelola 
dana, maka penurunan nilai tersebut diakui sebagai kerugian dan mengurangi 
saldo investasi mudharabah. Tapi Jika sebagian investasi mudharabah hilang 
setelah dimulainya usaha tanpa adanya kelalaian atau kesalahan pengelola dana, 
maka kerugian tersebut diperhitungkan pada saat bagi hasil. 
Tapi jika akad mudharabah berakhir sebelum atau saat akad jatuh tempo 
dan belum dibayar oleh pengelola dana, maka investasi mudharabah diakui 
sebagai piutang. 
8. Penghasilan Usaha 
 Jika investasi mudharabah melebihi satu periode pelaporan, penghasilan 
usaha diakui dalam periode terjadinya hak bagi hasil sesuai nisbah yang 
disepakati. Dan jika kerugian yang terjadi dalam suatu periode sebelum akad 
mudharabah berakhir diakui sebagai kerugian dan dibentuk penyisihan kerugian 
investasi. Pada saat akad mudharabah berakhir, selisih antara: 
a. investasi mudharabah setelah dikurangi penyisihan kerugian investasi; dan 
b. pengembalian investasi mudharabah diakui sebagai keuntungan atau kerugian. 
28 
 
Dan Kerugian akibat kelalaian atau kesalahan Pengelola dana dibebankan pada 
pengelola dana dan tidak Mengurangi investasi mudharabah. Bagian hasil usaha 
yang belum dibayar oleh Pengelola dana diakui sebagai piutang. 
9. akuntansi untuk pengelola dana 
Dana yang diterima dari pemilik dana dalam akad Mudharabah diakui sebagai 
dana syirkah temporer, Sebesar jumlah kas atau nilai wajar aset nonkas yang 
diterima. Pada akhir periode akuntansi, dana syirkah Temporer diukur sebesar 
nilai tercatatnya. Jika pengelola dana menyalurkan dana syirkah Temporer yang 
diterima maka pengelola dana mengakui sebagai aset sesuai. 
Hak pihak ketiga atas bagi hasil dana syirkah temporer yang sudah 
diperhitungkan tetapi belumdibagikan kepada pemilik dana diakui sebagai 
kewajibansebesar bagi hasil yang menjadi porsi hak pemilik dana.Kerugian yang 
diakibatkan oleh kesalahan atau kelalaian pengelola dana diakui sebagai beban 
pengelola dana.Mudharabah MusytarakahJika pengelola dana juga menyertakan 
dan dalam mudharabah musytarakah, maka penyaluran danamilik pengelola dana 
tersebut diakui sebagai investasi mudharabah.Pembagian hasil investasi 
mudharabah musytarakah dapat dilakukan sebagai berikut: 
a. hasil investasi dibagi antara pengelola dana (sebagai mudharib) dan pemilik 
dana sesuai dengan nisbah yang disepakati, selanjutnya bagian hasil investasi 
setelah dikurangi untuk pengelola dana (sebagai mudharib) tersebut dibagi 
antara pengelola dana (sebagai musytarik) dengan pemilik dana sesuai dengan 
porsi modal masing-masing; atau 
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b. hasil investasi dibagi antara pengelola dana (sebagai musytarik) dan pemilik 
dana sesuai dengan porsi modal masing-masing, selanjutnya bagian hasil 
investasi setelah dikurangi untuk pengelola dana (sebagai musytarik) tersebut 
dibagi antara pengelola dana (sebagai mudharib) dengan pemilik dana sesuai 
dengan nisbah yang disepakati. 
Jika terjadi kerugian atas investasi, maka kerugiandibagi sesuai dengan 
porsi modal para musytarik. Dalam penyajian Pemilik dana menyajikan investasi 
mudharabah dalam laporan keuangan sebesar nilai tercatat.Pengelola dana 
menyajikan transaksi mudharabah dalam laporan keuangan: 
a. Dana syirkah temporer dari pemilik dana disajikan sebesar nilai tercatatnya 
untuk setiap jenis mudharabah; 
b. bagi hasil dana syirkah temporer yang sudah diperhitungkan tetapi belum 
diserahkan kepada pemilik dana disajikan sebagai pos bagi hasil yang belum 
dibagikan di kewajiban 
jika terjadi kerugian ata investasi, maka kerugian dibagi sesuai dengan porsi 
moal para mustarik. Dalam pengungkapan, Pemilik dana mengungkapkan hal-hal 
terkait transaksi mudharabah, tetapi tidak terbatas, pada: 
a. isi kesepakatan utama usaha mudharabah, seperti porsi dana, pembagian hasil 
usaha, aktivitas usaha mudharabah, dan lain-lain; 
b.  rincian jumlah investasi mudharabah berdasarkan jenisnya; 
c. penyisihan kerugian investasi mudharabah selama periode berjalan; dan 
d. pengungkapan yang diperlukan sesuai PSAK 101: Penyajian Laporan 
Keuangan Syariah. 
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Pengelola dana mengungkapkan hal-hal terkait transaksi mudharabah, tetapi 
tidak terbatas, pada: 
1) isi kesepakatan utama usaha mudharabah, seperti porsi dana, pembagian 
hasil usaha, aktivitas usaha mudharabah, dan lain-lain; 
2) rincian dana syirkah temporer yang diterima berdasarkan jenisnya; 
3) penyaluran dana yang berasal dari mudharabah muqayadah; dan 
4) pengungkapan yang diperlukan sesuai PSAK 101: Penyajian Laporan 
Keuangan Syariah. 
Pernyataan ini berlaku secara prospektif untuk transaksi mudharabah yang 
terjadi setelah tanggal efektif.Untuk meningkatkan daya banding laporan 
keuanganmaka entitas dianjurkan menerapkan Pernyataan inisecara retrospektif. 
Dan pada tanggal efektif Pernyataan ini berlaku untuk penyusunan danpenyajian 
laporan keuangan entitas yang dimulai pada atau setelah tanggal 1 Januari 2008. 
 
2.1.7. Baitul Mal Wattamwil  
1. Pengertian BMT  
BMT atau baitul maal watamwil merupakan padanan kata dari Balai Usaha 
Mandiri Terpadu. Baitul mal berfungsi menampung dan menyalurkan dana berupa 
zakat, infaq dan shadaqah (ZIS) dan mentasrufkan sesuai amanah. Sedangkan 
baitul tamwil adalah pengembangan usaha-usaha produktif investasi dalam 
meningkatkan kualitas kegiatan ekonomi pengusaha kecil serta mendorong 
kegiatan menabung dalam menunjang ekonomi.  
Sedangkan Lubis mendefinisikan baitul maal secara harfiah yang berarti 
rumah harta benda atau kekayaan. Namun demikian, kata baitul maal bisa 
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diartikan sebagai perbendaharaan (umum atau negara). Baitul maal dilihat dari 
istilah fikih adalah suatu lembaga atau badan yang bertugas untuk mengurusi 
kekayaan negara terutama keuangan, yang berkenaan dengan soal pemasukan dan 
pengelolaan, maupun yang berhubungan dengan masalah pengeluaran lain. 
Sedang baitul tamwil berupa rumah penyimpanan harta milik pribadi yang 
dikelola oleh suatu lembaga. 
Dari pengertian di atas, secara kontekstual BMT berusaha memadukan dua 
macam kegiatan sekaligus yang berbeda-beda sifatnya yaitu laba dan nirlaba 
dalam suatu lembaga. Kegiatan sosial sebagai kegiatan penunjang (Baitul Maal) 
dan kegiatan bisnis sebagai kegiatan utama (Baitul Tamwil). Sebagai lembaga 
sosial (Baitul Maal), BMT berfungsi menghimpun dana-dana sosial yang 
bersumber dari zakat, infak dan shadaqah atau sumber lain yang halal kemudian 
didistribusikan kepada mustahiq (yang berhak) dan bersifat nirlaba. 
2. Produk-produk BMT . 
  Adapun mengenai produk inti dari BMT (sebagai fungsi BaitutTamwil) 
adalah sebagai penghimpun dana dan penyaluran dana, yaitu : 
a. Produk Penghimpunan Dana  
 Produk penghimpunan dana disini, berupa jenis simpanan yang dihimpun 
oleh BMT sebagai sumber dana yang kelak akan disalurkan kepada usaha-usaha 
produktif. Jenis simpanan tersebut antara lain: 
1) Al-Wadi‟ah 
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Penabung memiliki motivasi hanya untuk keamanan uangnya tanpa 
mengharapkan keuntungan dari uang yang ditabung. Dengan sistem ini BMT 
tetap memberikan bagi hasil, namun nisbah bagi penabung sangat kecil. 
2) Al-Mudharabah 
Penabung memiliki motivasi untuk memperoleh keuntungan dari 
tabungannya, karena itu daya tarik dari jenis tabungan ini adalah besarnya 
nisbah dan sejarah keuntungan bulan lalu. 
3) Amanah  
Penabung memiliki keinginan tertentu yang diaqadkan atau 
diamanahkan kepada BMT. Misalnya, tabungan ini dimintakan kepada BMT 
untuk pinjaman khusus kepada kaum dhu‟afa atau orang tertentu. Dengan 
demikian tabungan ini sama sekali tidak diberikan bagi hasil. 
b. Produk Penyaluran Dana  
Produk penyaluran dana dalam hal ini merupakan bentuk pola pembiayaan 
yang merupakan kegiatan BMT dengan harapan dapat memberikan penghasilan. 
Pola pembiayaan tersebut adalah: 
1) Pembiayaan Mudharabah 
Pembiayaan modal kerja yang diberikan oleh BMT kepada anggota, 
dimana pengelolaan usaha sepenuhnya diserahkan kepada anggota sebagai 
nasabah debitur. Dalam hal ini anggota (nasabah) menyediakan usaha dan 
sistem pengelolaannya (manajemennya). Hasil keuntungsanakan dibagi dua 
sesuai dengan kesepakatan bersama. 
2) Pembiayaan Musyarakah 
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Pembiayaan berupa sebagian modal yang diberikan kepada anggota 
dari modal keseluruhan. Pihak BMT dapat dilibatkan dalamproses 
pengelolaannya. Pembagian keuntungan yang proposional dilakukan sesuai 
dengan perjanjian kedua belah pihak. 
3) Pembiayaan Murabahah 
Pembiayaan yang diberikan kepada anggota untuk pembelian barang-
barang yang akan dijadikan modal kerja. Pembiayaan ini diberikan untuk 
jangka pendek tidak lebih dari 6 (enam) sampai 9 (sembilan) bulan atau lebih 
dari itu. Keuntungan bagi BMT diperoleh dari harga yang dinaikkan. 
4) Pembiayaan Bai‟ Bitsaman Ajil 
Pembiayaan ini hampir sama dengan pembiayaan Murabahah, yang 
berbeda adalah pola pembayarannya yang dilakukan dengan cicilan dalam 
waktu yang agak panjang. Pembiayaan ini lebih cocok untuk pembiayaan 
investasi. BMT akan mendapatkan keuntungan dari harga barang yang 
dinaikkan. 
5) Pembiayaan Al-Qardhul Hasan 
Merupakan pinjaman lunak yang diberikan kepada anggota yang benar-
benar kekurangan modal/kepada mereka yang sangat membutuhkan untuk 
keperluan-keperluan yang sifatnya darurat. Nasabah (anggota) cukup 
mengembalikan pinjamannya sesuai dengan nilai yang diberikan oleh BMT 
 
3. Peran dan Fungsi BMT a. Peran BMT Beberapa peranan BMTdianataranya 
adalah : 
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a. Menjauhkan masyarakat dari praktik ekonomi yang bersifat non Islam. Aktif 
melakukan sosialisasi di tengah masyarakat tentang arti penting sistem 
ekonomi Islami. Hal ini bisa dilakukan dengan pelatihanpelatihan mengenai 
cara-cara bertransaksi yang Islami, misalnya supaya ada bukti dalam transaksi, 
dilarang curang dalam menimbang barang, jujur terhadap konsumen, dan 
sebagainya. 
b. Melakukan pembinaan dan pendanaan usaha kecil. BMT harus bersikap aktif 
menjalankan fungsi sebagai lembaga keuangan mikro, misalnya dengan jalan 
pendampingan, pembinaan, penyuluhan, dan pengawasan terhadap usaha-
usaha nasabah. 
c. Melepaskan ketergantungan pada rentenir, masyarakat yang masih tergantung 
rentenir disebabkan rentenir mampu memenuhi keinginan masyarakat dalam 
memenuhi dana dengan segera. Maka BMT harus setiap saat, birokrasi yang 
sederhana, dan lain sebagainya. 
d. Membuat keadilan ekonomi masyarakat dengan distribusi yang merata.  
 
2.2. Hasil Penelitian Yang Relevan 
Pembahasan yang dilakukan pada penelitian ini merujuk pada penelitian–
penelitian sebelumnya, berikut ini akan diuraikan beberapa penelitian sebelumnya 
yang mendukung penelitian ini. 
Tabel 2.1. 
Penelitian Yang Relevan 
No
. 
Variabel Peneliti, Metode dan 
Sampel 
Hasil 
Penelitian 
Saran Penelitian 
1.  Analisis Penelitian anik b. A. dari sisi 
pengakuan, 
1. A
. agar tetap mengacu pada 
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No
. 
Variabel Peneliti, Metode dan 
Sampel 
Hasil 
Penelitian 
Saran Penelitian 
kesesuaian 
akuntansi 
penghimpun 
dana 
mudharabah 
dengan psak 
105 
wiyandari, 
menggunakan  metode 
penelitian ini kualitatif 
dengan pendekatan 
analisis deskriptif.  
pengukuran, PT. 
Bank muamalat 
Indonesia cabang 
jember telah 
mengimplemetas
ikan PSAK no. 
105 untuk prinsip 
mudharabah 
akuntas 
prbankan syariah 
c. B. dari sisi 
penyajian, dan 
pengungkapan 
hanya PT. bank 
muamalat 
Indonesia cabang 
jember yang 
mengimplement
asikan PSAK 105 
 
psak no. 105 dan 59 dalam 
melakukan setiap transaksi 
yang ada, baik pada penyajian 
mudharabah maupun produk 
perbankan lainnya sesuai 
dengan tuuan dari prinsip 
perbankan syariah. 
2. B
. hendaknya menyajikan 
laporan keuangan sesuai 
dengan PSAK 101 terkait 
dengan penyajian laporan 
keuangan dan mencantumkan 
semua semua transaksi 
mudharabah dan wadiah. 
 
2.  analisis 
perlakuan 
akuntansi 
tabungan 
mudharabah 
pada Bmt Al-
kautsar di 
samarinda  
Penilitian 
Rosilaeatimenggunak
an metode penelitian 
lapangan dan penelitian 
kepustakaan  
pengakuan 
pada perlakuan 
akuntansi 
tabungan 
mudharabah di 
BMT Al-
kautsar tidak 
menggunakan 
pemberian 
nama untuk 
dana yang 
diterima dari 
pemilik dana, 
sehingga tidak 
sesuai dengan 
PSAK 105, 
Pihak BMT supaya 
menerapkan perlakuan 
akunatnsi sesuai dengan 
PSAK 105 yaitu pengakuan 
dan pengukuran yang diawali 
dengan melakukam akad 
mudharabah . dan sebaiknya 
pihak bmt al-kautsar 
menggunakan prinsip 
konsisten, yaitu dengan 
perhitungan yang tepat. 
Maksudnya pengukuran 
perhitungan bagi hasil yang 
diperoleh, agar jika terjadi 
kesalahan diakui dalam 
pencatatan dan pengukuran 
yang sesuai dengan 
perlakuan akuntansi 
tabungan mudharabah 
menurut PSAK 105.  
Tabel berlanjut... 
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No
. 
Variabel Peneliti, Metode dan 
Sampel 
Hasil 
Penelitian 
Saran Penelitian 
dan untuk 
pengukuran 
nya terjadi 
kesalahan 
dalam 
perhitunganny
a, dan untuk 
pencatatan 
akuntansi 
keuangan 
dalam bentuk 
tabungan 
mudharabah 
dibuat jurnal 
pencatatan dan  
pengukurannya
. Tetapi BMT 
Alkautsar 
belum 
menggunakan 
jurnal 
pencatatan dan 
pengukuran 
yang sesuai 
dengan 
perlakuan 
Lanjutan Tabel 2.1 
37 
 
No
. 
Variabel Peneliti, Metode dan 
Sampel 
Hasil 
Penelitian 
Saran Penelitian 
akuntansi 
tabungan 
mudharabah 
menurut PSAK 
105. 
 
3.  penerapan 
system bagi 
hasi 
program 
tabungan 
mudharaba
h, deposito 
mudharaba
h, serta giro 
wadi‟ah 
Penelitian Andianto, 
metode yang 
digunakan adalah 
jenis penelitian 
kualitatif dengan 
pendekatan 
deskriptif   
 
penerapan 
system bagi 
hasil yang 
dilakukan 
oleh bank 
syariah 
bukopin, 
bank 
muamalat 
Indonesia 
dan bank 
Jateng 
syariah 
belum 
sepenuhnya 
menggunaka
Mencari informasi terbaru 
mengenai produk-produk 
perbankan syariah yang lain, 
karna setiap produk yang 
dtawarkan oleh bank tersebut, 
tentu akan berfungsi dengan 
baik dan benar jika kita amati 
dengan seksama. 
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No
. 
Variabel Peneliti, Metode dan 
Sampel 
Hasil 
Penelitian 
Saran Penelitian 
n prinsip 
akuntansi 
yang sesuai 
syariah 
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BAB III 
METODE PENELITIAN  
3.1. Pendekatan Penelitian  
Dalam penelitian ini, pendekatan penelitian yang digunakan adalah 
pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif menurut Bogdan dan Taylor dalam 
Lexy J. Meleong (2012:4), mendefinisikan  bahwa “Metodologi Kualitatif sebagai 
prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis 
atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.” 
Menurut Kirk dan Miller dalam Lexy J. Moleong (2012:4) mendefinisikan 
bahwa “penelitian kualitatif adalah tradisi tertentu dalam ilmu pengetahuan social 
yang secara fundamental bergantung pengamatan pada manusia dan kawasannya 
sendiri berhubungan dengan orang-orang tersebut dalam bahasanya dan 
peristilahannya.   
 
3.2. Desain Penelitian  
Penelitian dilakukan berangkat dari adanya suatu potensi atau 
permasalahan. Masalah merupakan “penyimpangan” dari apa yang seharusnya 
dengan apa yang terjadi, penyimpangan antara rencana dan pelaksanaan, 
penyimpangan antara teori dan praktek, dan penyimpangan antara aturan dan 
pelaksanaan.  Sedangkan potensi, kalau diberdayakan akan mendapat nilai 
tambah.  
Dalam rangka memberikan gambaran secara lebih mudah dan cepat 
dipahami, berikut ini digambarkan skema proses penelitian sejak tahap persiapan, 
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perumusan kegiatan penelitian, tahap pelaksanaan penelitian hingga tahap 
penyelesaian penelitian. Adapun tahap-tahap penelitian ini antara lain : 
1. Proposal Penelitian 
Proses awal dalam penelitian adalah penyusunan proposal penelitian. Proposal 
penelitian merupakan pedoman yang berisi langkah-langkah sistematis yang akan diikuti 
oleh peneliti yang akan melakukan penelitiannya. Proposal penelitian setidaknya 
memuat empat komponen utama yaitu;  permasalahan, landasan teori, metode 
penelitian, organisasi dan jadwal penelitian. 
Penyusunan proposal penelitian diawali dengan studi pendahuluan terhadap 
objek yang akan diteliti yaitu analisisperlakuan akuntansi penghimpun dana 
mudharabah dalam kaitannya dengan PSAK pada KSPPS BMT Dana Mulia Utama serta 
penggunaan kajian teori yang diambil dari buku-buku atau jurnal-jurnal yang 
berhubungan dengan judul penelitian. 
2. Melaksanakan Penelitian 
Tahap inti dalam penyusunan laporan skripsi adalah melaksanakan penelitian. 
Kegiatan ini merupakan kegiatan yang paling sulit dan memerlukan waktu yang cukup 
lama. Hal-hal yang perlu dikuasai dalam melaksanakan kegiatan penelitian adalah 
pemahaman tentang tempat dan lokasi penelitian, instrumen penelitian yang telah 
teruji, teknik pengumpulan data, dan tahap analisis data.  
Bersamaan dengan metode yang digunakan adalah kualitatif , maka dalam hal 
ini  peneliti setidaknya harus ikut berpartisipasi dengan kegiatan yang diteliti, peneliti 
sebagai instrumen, serta melakukan analisis data selama proses pengumpulan data, 
yaitu analisis perlakuan akuntansi penghimpun dana Mudharabah dalam kaitannya 
dengan PSAK 105 di KSPPS BMT Dana Mulia Utama. Kemudian hasil temuan dilapangan 
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oleh peneliti dikaitkan dengan teori yang telah disajikan sebelumnya pada bab kajian 
teori. 
3. Membuat Laporan Penelitian 
Bila data hasil penelitian dianalisis telah sampai pada menghasilkan kesimpulan, 
maka langkah selanjutnya peneliti membuat laporan penelitian yang diwujudkan dalam 
bentuk skripsi.   
Adapun pada penelitian ini berangkat dari sebuah teori penyajian laporan 
keuangan syariah oleh entitas syariah yang dipelajari melalui PSAK Syariah No. 105. 
Penelitian ini menggambarkan bagaimana implementasi analisis perlakuan akuntansi 
penghimpun dana mudharabah kaitannya dengan PSAK 105, apakah sudah sesuai 
ataukah belom.  Sehingga pada pembahasan atau akhir dari penelitian ini, akan 
diuraikan satu persatu mengenai perlakuan akuntansi mudharabah dalam kaitanya 
dengan PSAK 105 di KSPPS BMT Dana Mulia Utama tersebut.  
 
3.3. Subyek Penelitian 
3.3.1. Lokasi Penelitian 
Penelitian ini mengambil tempat lokasi pada KSPPS BMT Dana Mulia 
Utama. Tempat penelitian digunakan untuk mendapatkan data, informasi, 
keterangan, dan hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan penelitian sekaligus 
sebagai tempat dilaksanakan penelitian. Alasan penulis mengambil tempat 
penelitian tersebut dengan dasar pertimbangan berikut : KSPPS BMT Dana Mulia 
Utama merupakan salah satu entitas syariah, yang sebagian karyawannya tidak 
dari lulusan syariah  
 
 
42 
 
 
3.3.2. Waktu Penelitian 
Waktu penelitian yaitu jangka waktu yang digunakan untuk penelitian 
mulai dari penyususnan perencanaan proposal penelitian sampai pada 
menggandakan laporan hasil penelitian, penelitian terhadap permasalahan yang 
telah dirumuskan di depan kemudian dibua rentang waktu untuk mempermudah 
secara teknisnya.   
 
3.4. Sumber Data 
Dalam penelitian ini, dipergunakan dua jenis data yaitu data primer dan data 
sekunder : 
1. Data Primer 
Data primer adalah data atau informasi yang berhubungan langsung dengan 
penelitian, baik melalui kuisioner atau wawancara secara langsung. Data primer dalam 
penelitian ini didapatkan melalui observasi dan wawancara langsung dengan responden 
dalam ini adalah pihak KSPPS BMT Dana Mulia Utama.  
2. Data Sekunder 
Data sekunder adalah data yang diperoleh secara tidak langsung berupa studi 
pustaka serta karya ilmiah lain yang berkaitan dengan pokok bahasan atau yang 
berhubungan dengan penelitian yang dilakukan. Data sekunder yang diperlukan dalam 
penelitian ini antara lain gambaran umum mengenai KSPPS BMT Dana Mulia Utama, 
Laporan keuangan, jurnal-jurnal, serta data lain yang relevan yang diperlukan dalam 
penelitian ini. 
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3.5. Teknik Pengumpulan Data 
Nazir dalam bukunya Supardi ( 2005 : 117) menjelaskan bahwa pengumpulan 
data tidak lain dari suatu proses pengadaan data primer untuk keperluan penelitian. 
Pengumpulan data adalah prosedur yang sistematik dan standar untuk memperoleh data 
yang diperoleh.  
Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian  antara lain : 
1. Observasi  
Observasi (observation) adalah pengamatan, perhatian, atau pengawasan. Metode 
pengumpulan data dengan observasi artinya mengumpulkan data dengan melakukan 
pengamatan terhadap subyek atau obyek penelitian secara seksama dan sistematis.  
Dengan demikian, penulis mengumpulkan data dengan cara melakukan 
pengamatan langsung, baik melakukan pencatatan secara seksama dan teliti maupun 
terlibat dalam suatu kegiatan yang diadakan oleh KSPPS BMT Dana Mulia Utama. 
2. Wawancara 
Wawancara dapat berarti banyak hal atau wawancara memiliki banyak definisi 
tergantung konteksnya. Menurut Moleong (2005) dalam Herdiansyah (2013), wawancara 
adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, 
yaitu pewawancara yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara yang memberikan 
jawaban atas pertanyaan itu. Dalam hal ini terwawancara adalah pihak KSPPS BMT 
Dana Mulia Utama. 
Sementara itu, menurut Herdiansyah (2013 : 30), wawancara adalah sebuah 
proses interaksi komunikasi yang dilakukan oleh setidaknya dua orang, atas dasar 
ketersediaan dan setting alami, dimana arah pembicaraan mengacu kepada tujuan yang 
telah ditetapkan dengan mengedepankan kebenaran sebagai landasan utama dalam proses 
memahami.  
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Teknik wawancara yang digunakan dalam penelitian ini berupa teknik 
wawancara semi-terstruktur, yaitu dimana wawancara yang dilakukan dengan pertanyaan 
wawancara dasar disertai beberapa pilihan yang mengikutinya (Mertler,2012) dalam 
Damopolli (2014). Dalam hal ini peneliti memiliki sejumlah daftar tema, isu, dan 
pertanyaan yang disiapkan sebelumnya dan dapat diubah tergantug dari arah wawancara. 
Pada metode wawancara ini, peneliti menggali dan mengumpulkan data 
penelitian dengan mengajukan beberapa pertanyaan secara lisan. Dalam hal ini yang 
menjadi subyek atau informan adalah Pimpinan KSPPS BMT Dana Mulia Utama dan 
staff administrasi. Selanjutnya, peneliti mencatat apa yang dijawab oleh informan (subyek 
penelitian) sebagai data penelitian.  
3. Dokumentasi  
Metode ini peneliti mencari dan mendapatkan data-data primer dengan melalui 
data-data dari naskah-naskah (arsip), data laporan, gambar/foto, dan lain 
sebagainya.Dalam metode dokumentasi yang digunakan peneliti untuk mengumpulkan 
data adalah dengan mendapatkan data-data primer , antara lain profil lembaga, laporan 
keuangan, maupun dokumentasi kegiatan BMT Dana Mulia Utama.  
 
3.6. Triangulasi 
Moleong (2012:330) mengungkapkan bahwa, “Triangulasi data adalah teknik 
pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain dari luar data itu 
untuk kepentingan pengecekan atau sebagai pembanding untuk data tersebut”. 
Triangulasi sebagai teknik pemeriksaan data dibedakan menjadi empat macam yaitu: 
1. Triangulasi dengan Sumber 
Teknik triangulasi ini dilakukan dengan cara membandingkan dan memeriksa 
kembali suatu informasi yang diperoleh pada waktu dan alat yang berbeda. Hal tersebut 
dapat diwujudkan dengan cara membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil 
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wawancara seta membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang 
berkaitan. 
2. Triangulasi dengan Metode 
Triangulasi ini dilakukan melalui proses pengecekan informasi yang merupakan 
hasil penemuan pada saat penelitian yang menggunakan beberapa teknik pengumpulan 
data. Selain itu, dilakukan pula pemeriksaan pada beberapa sumber data dengan cara yang 
sama yaitu dengan triangulasi metode. 
3. Triangulasi dengan Penyidik 
Teknik ini melibatkan pengamat di luar peneliti itu sendiri untuk memeriksa 
kembali keakuratan data yang diperoleh. Hal ini bermanfaat untuk mengurangi tingkat 
ketidakakuratan data pada penelitian. Teknik triangulasi ini juga bisa dilakukan dengan 
cara membandingkan hasil penelitian antar peneliti dengan obyek penelitian yang sama. 
4. Triangulasi dengan Teori 
Triangulasi dengan teori menggunakan dasar berupa teori yang berhubungan 
dengan fenomena yang diteliti. Pada saat fakta tidak dapat diperiksa kebenarannya 
dengan satu atau lebih teori, maka harus dicari penjelasan pembanding yang dapat 
dilakukan dengan menyertakan usaha pencarian cara lainnya untuk mengorganisasikan 
data yang mungkin mengarahkan pada upaya penelitian lainnya. 
Teknik triangulasi menggunakan teknik pengumpulan data yang berbeda-beda 
untuk mendapatkan data dari sumber yang sama. Peneliti menggunakan observasi 
partisipatif, wawancara mendalam, dan dokumentasi untuk sumber data yang sama secara 
serempak. Triangulasi sumber berarti untuk mendapatkan data dari sumber yang berbeda-
beda dengan teknik yang sama (Indranata, 2008: 138-139). 
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3.7. Teknik Analisis Data 
  
Gambar 3.1 
Teknik Analisis Data Kualitatif 
 
 
    
 
  
 
 
  
 
 
Analisis data kualitatif, dilakukan pada saat pengumpulan data 
berlangsung, dan setelah selesai pengumpulan data dalam periode tertentu. Pada 
saat wawancara, peneliti sudah melakukan analisis terhadap jawaban yang 
diwawancarai setelah dianalisis terasa belum memuaskan, maka peneliti akan 
melanjutkan pertanyaan lagi, sampai tahap tertentu, diperoleh data yang dianggap 
kredibel. Aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan 
berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh. 
Aktivitas dalam analisis data, yaitu reduksi data, penyajian data, dan kesimpulan/ 
verifikasi. 
 
 
Pengumpulan 
data 
Penyajian 
data 
Penarikan 
kesimpulan 
dan verifikasi 
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1. Pengumpulan Data 
 Pengumpulan data merupakan bagian yang terpenting dalam sebuah 
penelitian. Penelitian ini menggunakan empat metode pengumpulan data, yaitu : 
wawancara, observasi, dokumentasi, dan kepustakaan yang saling berhubungan dan 
saling melengkapi. Pengumpulan data masih akan dilakukan apabila data yang sudah 
ada diperoleh kurang memadai, pengumpulan data akan dihentikan jika data yang 
diperlukan sudah didapatkan. 
2. Penyajian data 
Penyajian databisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar 
kategori, flowchart dan sejenisnya. Yang paling sering digunakan untuk menyajikan 
data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif.  
3. Penarikan kesimpulan dan verifikasi. 
Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah 
bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap 
pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada 
tahap awal, didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali 
ke lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan 
kesimpulan yang kredibel. (Sugiyono, 2009:431-438) 
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BAB IV 
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
4.1. Gambaran Umum KSPPS BMT Dana Mulia Utama 
4.1.1. Sejarah Perusahaan 
Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah BMT Dana Mulia Utama 
awal mulanya hanyalah sebuah organisasi perkumpulan  orang-orang, tetapi 
dengan ketekunan dan tekat yang kuat maka secara resmi Koperasi Simpan 
Pinjam dan Pembiayaan Syariah BMT Dana Mulia Utama berdiri pada Tahun 
2007 yang berlokasi di Jl. Raya Mangu No.88 Ngesrep Ngemplak Boyolali. 
Koperasi ini merupakan ide dari Bpk. Sutrisna S.Pd yang melontarkan 
membentuk kelompok usaha bersama (Koperasi) yang di dasari dengan prinsip 
Syariah. 
Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah BMT Dana Mulia Utama 
berdiri sejak Tahun 2007 dengan No. Badan Hukum 807/BH/XIV.5/VI/2007, 
disahkan oleh Kementrian Negara koperasi dan usaha kecil menengah Republik 
Indonesia tertanggal 12 Juni 2007, ijin tanda daftar perusahaan 113326400010 
disahkan oleh kepala badan penanaman modal dan pelayanan perijinan terpadu 
Kabupaten Boyolali tertanggal 19 Juli 2012 dan ijin usaha / operasional No. 
0142/11.32/MK/VII/2012 (SIUP MIKRO) disahkan oleh badan penanaman modal 
dan pelayanan perijinan terpadu Kabupaten Boyolali tertanggal 19 Juli 2012. 
Di awal perjalanan KSPPS BMT Dana Mulia Utama, dibilang sangat 
memperihatinkan karena dengan segala keterbatasan yang dimilikinya. Dengan 
berjalannya usaha serta kerja keras dan juga kerja sama antar anggota Koperasi 
Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah BMT Dana Mulia Utama Kabupaten 
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Boyolali,  di Tahun 2012 Koperasi BMT Dana Mulia Utama sudah menunjukkan 
perkembangan yang sangat pesat yaitu masuk dalam peringkat Koperasi 
Berkualitas dari lima kriteria Koperasi yang ada (sangat berkualitas, berkualitas, 
cukup berkualitas, kurang berkualitas dan tidak berkualitas) yang ditetapkan di 
Jakarta Tanggal 06 November 2012 oleh Deputi Bidang Kelembagaan Koperasi 
dan UKM Republik Indonesia yang bekerja sama dengan PT. Surveyor Indonesia. 
Berdasarkan rapat anggota yang dilaksanakan Tahun 2010 tercatat memiliki 
anggota yang terlayani 2.229 orang tersebar di 3 kantor, pada Tahun 2011 tercatat 
memiliki anggota yang terlayani 3.996 orang yang tersebar di 4 kantor, pada 
Tahun 2012 KSPPS BMT Dana Mulia Utama memiliki anggota yang terlayani 
6.083 orang yang tersebar di 6 kantor hal ini terdapat peningkatan sebesar 52,22% 
dari Tahun 2011, dan pada Tahun 2013 tercatat anggota yang terlayani tumbuh 
menjadi 6.869 orang, meningkat 12,92% di 6 kantor yang sama, dan pada tahun 
2014, 2015 tercatat anggota yang terlayani tumbuh menjadi 13.968 orang yang 
tercatat pada 9 kantor.  
 
4.1.2. Visi dan Misi Perusahaan 
1. Visi KSPPS BMT Dana Mulia Utama 
Menjadi lembaga keuangan atau koperasi atau BMT yang berpengaruh 
teguh dan beroperasional sesuai dengan prinsip-prinsip syari‟ah guna 
mewujudkan perekonomian masyarakat yang bebas riba menuju kemakmuran dan 
kemuliaan bagi masyarakat jawa tengah.  
2. Misi KSPPS BMT Dana Mulia Utama 
a. Menjalankan dan menegakkan perekonomian yang sesuai dengan ajaran islam. 
b. Menghapus dan mengikis perekonomian yang berbasis bunga yang telah 
mendapat fatwa haram dari Majelis Ulama Indonesia. 
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c. Menjadi motor penggerak pertumbuhan perekonmian masyarakat. 
d. Membantu mewujudkan kemakmuran dan mengentaskan masyarakat dari 
kemiskinan. 
e. Menjadi lembaga keuangan syari‟ah yang kreatif berbasis teknlogi modern.  
f. Menjadi tempat untuk mensejahterakan anggota, pengelola dan masyarakat 
pada umumnya dengan berdasar pada peraturan perundan-undangan tentang 
perkoperasian. 
g. Ikut berupaya menggerakkan sector riil guna mewujudkan pembangunan 
negara yang kuat untuk kemakmuran bersama. 
 
4.1.3. Struktur Organisasi dan Personal 
Struktur Organisasi KSPPS BMT Dana Mulia Utama sebagai 
berikut: 
Gambar 4.1 
Bagan Struktur Organisasi KSPPS BMT Dana Mulia Utama 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rapat Anggota 
Badan Pengawas Pengurus 
Pengelola Unit Usaha 
Koperasi 
Anggota 
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Penjelasan Setruktur Organisasi 
a. Rapat Anggota 
Rapat Anggota adalah merupakan kekuatan tertinggi dalam kehidupan 
berkoperasi yang mempunyai tugas-tugas: 
1) Menetapkan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga 
2) Menetapkan kebijakan umum koperasi 
3) Memilih, mengangkat atau menghentikan pengurus atau badan pengawas. 
4) Menetapkan atau mengesahkan rencana kerja, rancangan anggaran belanja 
koperasi serta kebijakan pengurus. 
5) Mengesahkan laporan pertanggung jawaban pengurus dan badan pengurus. 
b. Pengurus 
Pengurus adalah orang-orang terpilih dalam rapat anggota terdiri dari 
satu orang anggota, satu sekertaris dan satu bendahara. Adapun pembagian 
tugas dari pengurus adalah: 
1) Ketua membidangi umum 
2) Sekertaris membidangi administrasi dan surat menyurat 
3) Bendahara membidangi pembukuan keuangan KSPPS BMT Dana Mulia 
utama 
Susunan pengurus KSPPS BMT Dana Mulia Utama berdasarkan masa 
kerja kepengurusan periode 2010 s.d. 2016 yaitu: 
Ketua  : Sutrisna, S.Pd 
Sekertaris : Ade Cahyono, S. Kom 
Bendahara : Nur Isnaini, S.E 
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c. Badan pengawas 
Badan pengawas terdiri atas tiga orang yaitu seorang ketua dan dua 
orang anggota. Tugas dan wewenang pengurus: 
1) Melakukan pengawasan terhadap kebijakan dan pengelola KSPPS BMT 
Dana Mulia utama 
2) Melakukan pengawasan program kerja dan anggaran 
3) Membuat laporan tertulis hasil pengawasan 
4) Meneliti semua administrasi yang ada pada KSPPS BMT Dana Mulia 
utama 
5) Mendapatkan segala keterangan yang diperlukan 
Susunan badan pemeriksa sebagai berikut: 
Koordinator : Prof. Dr. H. Soetarno. J. M.Pd 
Anggota : H. Sri Wiyono Aji Nogroho, S.E 
Anggota : K.H. Sudarji 
d. Pengelola Unit Usaha Koperasi 
Unit Usaha Koperasi dikoordinasi oleh seorang manajer, seorang 
supervesor, dua administrasi dan tiga tim pemasaran. 
1) Melaksanakan pemotongan gaji karyawan yang pinjam uang 
2) Melaksanakan pelayanan administrasi yang berhubungan simpan pinjam 
3) Bertanggungjawab atas pelayanan dan pengelolaan simpan pinjam 
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4.1.4. Produk Jasa 
Lembaga ini menyelenggarakan usaha dalam bidang simpan-pinjam, yang 
dioperasionalkan dalam bentuk : 
1. Simpanan 
a. Simpanan Mudharabah 
Adalah simpanan yang berdasarkan prinsip bagi hasil dengan nisbah yang 
telah ditetapkan pada awal bulan. 
Tabel 4.2. 
Nisbah Bagi Hasil Simpanan Berjangka Mudharabah  
 
Nominal Jangka Waktu Nisbah Angota Nisbah 
BMT 
1.000.000,- 3 bulan 40 60 
1.000.000,- 6 bulan 50 50 
1.000.000,- 12 bulan  60 40 
 
b. Simpanan Wadi‟ah 
Adalah simpanan berjangka yang berdasarkan prinsip wadi‟ah atau dana 
titipan dimana nasabah akan memperoleh bonus pada setiap akhir bulan. 
Table 4.3 
  Pemberitahuan Bonus Bulan Lalu 
 
Nominal Jangka Waktu Bonus Jumlah 
Keseluruhan 
1.000.000,- 12 Bulan Rp. 11.000,- Rp. 132.000,- 
1.000.000,- 6 Bulan Rp. 9.500,- Rp. 57.000,- 
1.000.000,- 3 Bulan  Rp. 8.500,- Rp. 25.500,- 
 
54 
 
 
2. Pembiayaan 
a. Mudharabah 
Yaitu pembiayaan yang disadarkan pada prinsip jual beli 
b. Musyarakah 
Yaitu pembiayaan yang didasarkan pada prinsip bagi hasil antar pemilik 
modal untuk suatu proyek bersama. 
c. Mudharabah 
Yaitu pembiayaan yang didasarkan pada prinsip bagi hasil antara pemilik 
modal dengan pengelola modal. 
3. Jasa Layanan 
a. Penerimaan Zakat. Infaq, Shadaqah 
b. Arisan Sepeda Motor 
c. Pembayaran Tagihan Listrik dan Telkom 
d. Pelayanan Ibadah Haji 
e. Pelayanan Tour dan Tamasya 
f. Simpanan Qurbah 
 
4.2. HASIL PENELITIAN 
4.2.1. Mekanisme  Penghimpunan Dana Mudharabah 
Penerapan akad penghimpunan dana mudharabah di KSPPS BMT Dana Mulia 
Utama diterapkan dengan 2 cara, yaitu jemput bola dan nasabah aktif. Jemput bola 
disini dimaksudkan jika nasabah tidak bisa datang untuk menyetorkan dana atau 
menghimpun dana, maka pihak KSPPS BMT Dana Mulia Uama yang akan 
mengambilnya. Sementara itu, nasabah aktif adalah nasabah yang dengan 
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sendirinya menyetorkan dana nya kepada pihak KSPPS BMT Dana Mulia Utama. 
Hal ini diungkapkan oleh sdr. Eko selaku manajer. 
Kemudian untuk nasabah yang sudah aktif, maka dari pihak KSPPS BMT 
Dana Mulia Utama menyerankan untuk setiap simpanan supaya datang langsung 
ke KSPPS BMT Dana Mulia Utama, atau biasa juga dari pihak KSPPS BMT 
Dana Mulia Utama yang menjemput bola. Dalam hal ini pihak KSPPS BMT Dana 
Mulia Utama yang datang kesetiap nasabah untuk mengambil simpanan mereka.  
Atau bisa saja diawali KSPPS BMT Dana Mulia Utama mencari nasabah 
terlebih dahulu, dan menjelaskan system yang dilakukan oleh KSPPS BMT Dana 
Mulia Utamadalam menjalankan simpanan. Tetapi ada juga nasabah yang dengan 
kesadaran sendiri untuk datang langsung ke KSPPS BMT Dana Mulia Utama 
untuk melakukan simpanan. 
 
4.3. Analisis Perlakuan Akuntansi Penghimunan Dana Mudharabah Pada 
Kspps Bmt Dana Mulia Utama Dengan PSAK No.105 
 
Pada paragraf 10 PSAK 105 dielaskan bahwa, jika pengelola dana 
mudharabah menghasilkan keuntungan, maka porsi jumlah bagi hasil untuk 
pemilik dana dan pengelola dana ditentukan berdasarkan nisbah yang disepakati 
dari hasil usaha yang diperoleh selama akad. 
Dari penjelasan di atas, maka bisa di lihat di  Laporan Rugi/Laba periode 
2015, pihak  KSPPS BMT Dana Mulia Utama sebagai pengelola dana telah 
menerapkan untuk pengelola dana jika pengelola dana mudharabah menghasilkan 
keuntungan, maka porsi jumlah bagi hasil untuk pemilik dana dan pengelola dana 
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ditentukan berdasarkan nisbah yang disepakati dari hasil usaha yang diperoleh 
selama akad. Ini sesuai dengan PSAK 105 paragraf 10. 
Table 4.4 
Nisbah Bagi Hasil Simpanan Berjangka Mudharabah 
 
NOMINAL  JANGKA WAKTU Nisbah Angota Nisbah 
BMT 
1.000.000,- 3 bulan 40 60 
1.000.000,- 6 bulan 50 50 
1.000.000,- 12 bulan  60 40 
 
Berdasarkan hasil temuan penelitian, dapat dilihat bahwa pembagian hasil 
usaha mudharabha dapat dilakukan berdasarkan prinsip bagi hasil atau bagi laba. 
Jika berdasarkan prinsip bagi hasil, maka dasar pembagian hasil usaha adalah laba 
bruto (gross profit) bukan total pendapatan usaha (omset). Sedangkan jika 
berdasarkan prinsip bagi laba, dasar pembagian adalah laba neto (net profit) yaitu 
laba bruto dikurangi beban yang berkaitan dengan pengelolaan dana mudhrabah. 
Dari penjelasan di atas dapat dilihat di neraca konsoliasi yaitu masih 
menggunakan prinsip bagi hasil saja, untuk  bagi laba KSPPS BMT Dana Mulia 
Utama belum bisa menerapkannya. Ini sesuai dengan PSAK 105 pargrafaf 11 
Kemudian di paragraf 25 di jelaskan bahwa dana yang diterima dari pemilik 
dana dalam akad mudharabah di akui sebagai dana syirkah temporer sebesar 
jumlah kas atau nilai wajar aset non kas yang diterima. Pada akhir periode 
akuntansi, dana syirkah temporer diukur sebesar nilai tercatatnya. 
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Berdasarkan penjelasan di atas, dlihat pada neraca konsoliasi di sampaikan 
bahwa tidak terdapat akun dana syirkah temporer yang tercatat, maka dalam 
paragraph ini KSPPS BMT Dana Mulia Utama belum bisa menerapkan. 
Kerugian atau kelalaian yang diakibatkan oleh kesalahan pengelola dana, akan 
diakui sebegai beban pengelola dana. Berikut hasil wawancara saya yang saya 
peroleh dari Bapak. Eko 
iya, karna kesalahan atau kelalaian tersebut dilakukan oleh pengelola dana, 
jadi pengelola dana yang berhak untuk mengatasinya.  
 
Hal ini sesuai dengan akuntansi mudharabah dimana kerugian yang 
diakibatkan oleh kesalahan pengelola dana diakui sebagai beban pengelola dana. 
(PSAK 105 paragraf: 30) 
Pengelola dana mengakui pendapatan atas penyaluran dana syirkah temporer 
secara bruto sebelum dikurangi dengan bagian hak pemilik dana. Dari penjelasan 
di atas, berdasarkan PSAK 105 tentang penghimpunan dana, maka diakui sebagai 
dana syirkah temporer, tapi di Neraca Konsolidasi KSPPS BMT Dana Mulia 
Utama belum terdapat akun dana syirkah temporer, berarti daripenjelasan ini 
belum sesuai dengan paragraph 26 PSAK 105. 
Pengelola dana menyajikan transaksi mudharabah dalam laporan keuangan 
meliputi 
1. Dana syirkah temporer dari pemilik dana disajikan sebesar nilai tercatatnya 
untuk setiap jenis mudharabah 
2. Bagi hasil dana syirkah temporer yang sudah diperhitungkan tetapi belum 
diserahkan kepada pemilik dana disajikan sebagai pos bagi hasil yang belum 
dibagikan. 
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Dari penjelasan diatas, yaitu pada paragraf 37 di penyajian PSAK 105, 
mengatakan bahwa dana syirkah temporer dari pemilik dana disajikan sebesar 
nilai tercatat nya untuk setiap jenis mudharabah, dan bagi hasil dana syirkah 
temporer yang suah diperhitungkan tetapi belum diserahkan kepada pemilik dana 
disajikan sebagai pos bagi hasil yang belum di bagikan, di neraca Konsolidasi 
belum terdapat akun dana syirkah temporer, yang berarti dalam KSPPS BMT 
Dana Mulia Utama belum diterapkan penyajian akun dana syirkah temporer.  
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4.4. Triangulasi PSAK Syariah No. 105 
Table 4.5 
Tabel Analisis Triangulasi Temuan Dengan PSAK Syariah No. 105 
Perlakuan Akuntansi Penerapan Pada KSPPS BMT Dana 
Mulia Utama  
Teori dalam PSAK Syariah No. 105 Keterangan 
Sesuai Tidak Sesuai 
Akuntansi untuk 
pengelola dana  
Iya, terdapat di laporan Rugi/Laba 
periode 2015, bahwa pengelola dana 
mudharabah menghasilkan 
keuntungan, maka porsi bagi hasil 
untuk pemilik dana dan pengelola 
dana ditentukan berdasarkan nisbah 
yang disepakati dari hasil usaha 
yang diperoleh selama periode akad 
Jika dari pengelola dana mudharabah 
menghasilkan keuntungan, maka porsi 
bagi hasil untuk pemilik dana dan 
pengelola dana ditentukan berdasarkan 
nisbah yang disepakati dari hasil usaha 
yang diperoleh selama periode akad.  
 
 
 
 
 
      sesuai 
 
 
 
 
 
 
 
Akuntansi untuk 
pengelola dana  
Dalam penerapan di KSPPS BMT 
Dana Mulia Utama masih 
Pembagian hasil usaha mudharabah 
dapat dilakukan berdasarka prinsip 
bagi hasil atau bagi laba. Jika 
Sesuai  
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menggunakan prinsip bagi hasil 
saja, untuk total pendapatan usaha 
belum bisa diterapkan.  
 
 
berdasarkan prinsip bagi hasil, maka 
dasar pembagian hasil usaha adalah 
laba bruto (gross profit) bukan total 
pendapatan usaha (omset). 
Bisa dilihat pada neraca konsoliasi 
bahwa tidak terdapat akun dana 
syirkah temporer yang tercatat 
Dana yang diterima dar pemilik dana 
dalam akad mudharabah diakui sebagai 
dana syirkah temporer sebesar jumlah 
kas atau nilai wajar aset nonkas yang 
diterima. Pada akhir periode akuntansi, 
dana syirkah temporer diukur sebesar 
nilai tercatatnya.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Tidak sesuai 
 
 
 
 
Tabel berlanjut… 
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Lanjutan Tabel 4.3 
Analisis Triangulasi Temuan Dengan PSAK Syariah No. 105 
Perlakuan Akuntansi Penerapan Pada KSPPS BMT Dana 
Mulia Utama  
Teori dalam PSAK Syariah No. 105 Keterangan 
Sesuai Tidak Sesuai 
Akuntansi untuk 
pengelola dana  
Dari neraca Konsolidasi KSPPS 
BMT Dana Mulia Utama tidak 
terdapat akun pendapatan atas 
pengaluran dana syirkah temporer 
Pengelola dana mengakui pendapatan 
atas penyaluran dana syirkah temporer 
secara bruto sebelum dikurangi dengan 
hak pemilik dana . 
  
 
Tidak sesuai 
“iya, karena untuk kesalahan atau 
kelalaian tersebut dilakukan oleh 
pengelola dana, jadi pengelola dana 
yang berhak untuk mengatasinya”. 
 
Kerugian yang diakibatkan oleh 
kesalahan atau kelalaian pengelola 
dana akan diakui sebagai beban 
pengelola dana. 
 
 
 
sesuai 
 
Penyajian  
Dalam neraca Konsolidasi tidak 
terdapat akun dana syirkah temporer 
Pengelola dana menyajikan transaksi 
mudharabah dalam laporan keuangan 
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yang disajikan sebesar nilai 
tercatatnya untuk setiap akun 
mudharabah.  
a. Dana syirkah temporer dari pemilik 
dana disajikan sebesar nilai 
tercatatnya untuk setiap jenis 
mudharabah. 
b. Bagi hasil dana syirkah temporer 
yang sudah diperhitungkan tetapi 
belum diserahkan kepada pemilik 
dana disajikan sebagai pos bagi 
hasil yang belum dibagikan.  
 
 
 
Tidak sesuai 
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Berdasarkan hasil perbandingan tabel di atas bisa di simpulkan 
bahwasanya dilihat dari laporan Rugi/laba dan Neraca Konsolidasi KSPPS BMT 
Dana Mulia Utama belum sepenuhnya mampu menerapkan PSAK No. 105 
tentang penghimpun dana. 
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BAB V 
PENUTUP 
5.1. Kesimpulan  
 Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan oleh peneliti, maka dapat ditarik 
kesimpulan sebagai berikut. 
1. mekanisme pengajuan penghimpun dana mudharabah yang dilakukan oleh KSPPS 
BMT Dana Mulia Utama memiliki beberapa tahapan yang harus dipenuhi oleh 
nasabah 
2. Penerapan perlakuan akuntansi penghimpun dana mudharabah di KSPPS BMT Dana 
Mulia Utama belum sepenuhnya sesuai dengan pedoman Akuntansi Perbankan 
Syariah Indonesia dan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan PSAK No.105 karna 
dalam Neraca Konsolidasi masih ada akun yang tidak ada. Seperti akun dana syirkah 
temporer. 
 
5.2. Saran  
1 Sebaiknya KSPPS BMT Dana Mulia Utama, diharapkan untuk lebih meningkatkan 
promosi penghimpunan dana mudharabah dan usaha utama lainya untuk 
meningkatkan pendapatan dana syirkah temporer. 
2 Dalam Neraca konsolidasi sebaiknya KSPPS BMT Dana Mulia Utama tetap mencatat 
akun-akun yang perlu di masukan di Neraca.  
 
5.3.  Keterbatasan Penelitian 
Penelitian ini hanya sebatas penghimpunan dana mudharabah saja,  untuk peneliti 
selanjutnya hendaknya menambahkan variabel bagi hasil lain yang mungkin dapat 
diperbandingkan dengan bagi hasil mudharabah.  
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Lampiran 1 
Pedoman Wawancara 1 : profil BMT 
1. Bagaimana sejarah singkat berdirinya BMT Dana Mulia ? knapa dibangun di 
daerah sini? 
2. Apa tujuan, visi, dan misi BMT dana Mulia ? 
3. Bagaimana strukrur organisasi nya, manajemen, dan operasionalnya ? apakah 
SDM yang bekerja disini berr beground syariah ? 
-bisakan dengan SDM yang bukan berbegroun syariah mampu menjalankan 
CBMT dengan baik sesuai syariah ? 
4. apa kegiatan umum yang di hasilkan BMT ? dan apasaja produk2 pembiayaan 
yang di hasilkan oleh BMT Dana Mulia  ? 
 
Pedoman 2 : akuntansi mudharabah 
1. Berapa besarnya pertumbuhan pembiayaan mudharabah ? 
2. Apa pertimbangan yang di lakukan BMT Dana Mulia dalam memberikan 
pembiayaan mudharabah ? 
3. Apakah ada batasan yang ditetapkan BMT Dana Mulia mengenai jenis usaha 
yang boleh mendapatkan fasilitas pembiayaan mudharabah ? 
4. Apa saja syarat yang harus dipenuhi nasabah untuk mendapatkan pembiayaan 
mudharabah ? 
5. Bagaimana prosedur pembiayaan mudharabah pada BMT Dana Mulia ? 
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6. Berapa besar presentase dan yang diberikan BMT Dana Mulia kepada 
nasabah, apakah 100% sesuai dengan kebutuhan nasabah ? 
7. Apasajakah beban biaya yang harus ditanggung nasabah untuk memperoleh 
pembiayaan mudharabah ? 
8. Apakah BMT dana mulia telah menetapkan rukun dan syarat pembiayaan 
mudharabah ? 
9. Bagaimana perlakuan akuntansi untuk pengakuan, pengukuran, penyajian, dan  
pengungkapan atas pembiayaan akuntansi mudharabah ?  
10. Untung sesuai kesepakatan, sedangkan kerugian financial hanya di tanggung 
oleh pemilik dana. Apakah sudah diterapkan seperti ini ? 
11. BMT sebagai pemilik dana, apakah memberikan kebebasan kepada pengelola 
dana dalam memilih usaha , tempat atau caranya ? ataukah BMT dana mulia 
memberikah syarat-syarat tertentu dalam mengelola dana tersebut ? 
12. Apakah BMT Dana Mulia dapat bertindak sebagai pemilik dana atau 
pengelola dana ? jika iya, apakah ada investor yang menginvestasikan 
dananya untuk di kelola oleh BMT Dana Mulia ? 
13. Dengan cara apa bapak mengelola uang nasabah ? 
14. Pengelola dana meminjam dana pada entitas A, karna masih kurang, dia 
meminjam lagi kepada entitas B, apakah boleh ? 
15. Apakah dalam meminjam dana, pengelola dana harus mengelola dana sendiri 
? tidak boleh dikelola oleh orang lain ?  
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Pedoman 3 : akuntansi untuk pemilik dana 
1. Asset yang di mudharabahkan apa saja ? apakah hanya uang saja, atau ada 
yang lain ? 
2. Apakah investasi mudharabah dalam bentuk kas diukur sebesar jumlah 
yang di bayarkan ? 
3. Apakah investasi mudharabah dalam bentuk aset non kas di ukur sebesar 
nilai wajar aset non kas pada saat penyerahan ?  
4. Jika nilai wajar lebih tinggi dari pada nilai tercatatnya di akui, apakah 
selisihnya diakui sebagai keuntungan tangguhan dan di amortisasi sesuai 
jangka waktu akad mudharabah ? 
5. Jika nilai wajar lebih rendah dari pada nilai tercatatnya, apakah selisihnya 
di akui sebagai kerugian ? 
6. Jika nilai investasi mudharabah turun sebelum usaha dimulai disebabkan 
rusak, hilang, atau factor lain (yang bukan kelalaian atau kesalahan pihak 
pengelola dana). Apakah penurunan nilai tersebut di akui sebagai kerugian 
dan mengurangi saldo investasi mudharabah ?  
7. Jika sebagian investasi mudharabah hilang setelah dimulainya usaha, 
tanpa adanya kelalaian atau kesalahan pengelola dana, apakah kerugian 
tersebut diperhitungkan pada saat bagi hasil ? 
8. Apakah usaha mudharabh dianggap mulai berjalan sejak dana atau modal 
usaha mudharabah diterima oleh pengelola dana ? 
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9. Dalam investasi mudharabh yang diberikan, dalam asset non kas, dan 
asset non kas tersebt mengalami penurunan nilai pada saat atau setelah 
barang dipergunakan secara efektif dalam usaha mudharabah. Apakah 
investasi tersebut tidak langsung mengurangi jumlah investasi, namun 
diperhitungkan pada saat pembagian bagi hasil ? 
10. Apasaja kelalaian / kesalahan pegelola dana ? 
-apakah persyaratan yang ditentukan dalam akad tidak dipenuhi, apakah 
ini termasuk kesalahan pengelola dana ? 
-jika tidak terdapat kondisi iluar kemampuan (force majeur) yang lalu atau 
yang telah ditentukan dalam akad. Apakah ini juga  termasuk kesalahan 
pengelola dana ?  
11. apakah jika akad mudharabah berakhir sebelum atau saat jatuh tempo, atau 
belum di bayar oleh pengelola dana. Apakah investasi muharabah diakui 
sebagai piutang ? 
 
Pedoman 4 : penghasilan usaha 
1. Apakah jika invetasi mudharabah melebihi satu periode pelaporan, maka 
penghasilan usaha bisa diakui dalam periode terjadinya hak bagi hasil 
sesuai nisbah yang disepakati ?  
2. Kerugian yang terjadi dalam suatu periode sebelum akad mudharabah 
berakhir. Apakah diakui sebagai kerugian dan dibentuk penyisihan 
kerugian investasi ? dan pada saat akad mudharabah berakhir, apakah 
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selisih antara investasi mudharabah setelah dikurangi penyisihan kerugian 
investasi dan pengambilan investasi mudharabah diakui sebagai 
keuntungan atau kerugian ? 
3. Apakah pengekuan penghasilan mudharabah dalam praktik dapat 
diketahui berdasarkan laporan bagi hasil atas realisasi penghasilan usaha 
dari pengelola dana. An tidak diperkenankan mengakui pendapatan dari 
proyeksi hasil usaha ? 
4. Apakah kerugian akibat kelalaian atau kesalahan pengelola dana 
dibebankan pada pngelola dana dan tidak mengurangi investasi 
mudharabh ? 
5. Apakah hasil usaha yang belum dibayar oleh pengelola dana di akui 
sebagai piutang ? 
Pedoman 5 : akuntansi untuk pengelola dana  
1. Apakah dana yang diterima oleh pemilik dana diakui sebagai dana syirkah 
temporer sebesar jumlah kas atau nilai wajar asset non kas yang diterima ? 
dan pada saat akhir peride akuntansi, apakah dan syirkah temporer diukur 
sebagai nilai tercatatnya ? 
2. Jika pengelola dana menyalurkan dana syirkah temporer yang diterima, 
apakah pengelola dana mengakui aset tersebut sesuai ketentuan ? 
3. Apakah pengelola dana mengakui pendapatan atas penyaluran dana syirkah 
temporer secara bruto sebeum dikurangi dengan bagian hak pemilik dana ? 
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4. Apakah bagi hasil mudharabah dapat dilakukan dengan menggunakan dua 
prinsip ?  
5. Apakah hak pihak ketiga atas bagi hasil dana syirkah temporer yang sudah 
diperhitungkan tetapi belum dibagikan kepada pemilik dana  diakui sebagai 
kewajiban sebesar bagi hasil yang menjadi porsi hak pemilik dana ? 
6. Kerugian yang di akibatkan  oleh kesalahan atau kelalaian pengelola dana. 
Apakah di akui sebagai beban pengelola dana ? 
 
Pedoman 6 : mudharabah Musytarakah  
1. Jika pengelola dana juga menyertakan dana dalam mudharabah musytarakah, 
apakah penyaluran dana milik pengelola dana tersebut diakui sebagai investasi 
mudharabah ? 
2. Apakah mudharabah musytarakah merupakan perpaduan antara mudharabah 
dan akad musytarakah ? 
3. Dalam mudharabah musytarakah, pengelola dana  (berdasarkan akad 
mudharabah) menyertakan juga dana nya dalam investasi 
bersama(berdasarkan akad musytarakah). Pemilik dana musyarakah 
(musytarik) memperoleh bagian hasil usaha sesuai porsi dana yang disetorkan. 
Pembagian hasil usaha antara pengelola dana dan pemilik dana dalam 
mudharabah adalah sebesar hasil usaha musyarakah setelah dikurangi porsi 
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pemilik dana sebagai pemilik dana musyarakah. Apakah di BMT Dana Mulia 
sudah menerapkan seperti itu ? 
4. Pembagian hasil investasi mudharabah musyarakah  
a. Apakah hasil investasi dibagi antara pengelola dana (sebagai mudharib) 
dan pemilik dana sesuai dengan nisbah yang disepakati, selanjutnya hasil 
dari investasi dikurangi untuk pengelola dana (sebagai mudharib) tersebut 
di bagi antara pengelola dana (sebagai musytarik) dengan pemilik dana 
sesuai dengan porsi moal masing-masing ? ataukah 
b. Hasil investasi dibagi antara pengelola dana (musytarik) dan pemilik dana 
sesuai dnegan porsi modal masing-masing, selanjutnya bagian hasil 
investasi setelah dikurangi untuk pengelola dana (musytarik) tersebut 
dibagi antara pengelola dana mudharib) dengan pemilik dana sesuai 
dengan nisbah yang disepakati ? 
5. Apakah jika terjadi kerugian atas investasi, maka kerugian tersebut dibagi 
sesuai dengan modal para mustarik ? 
74 
 
 
Lampiran 2 
Hasil wawancara  
 
TRANSKIP WAWANCARA I 
Informan : Bp. Sutrisna, S.pd (ketua KPPS BMT Dana Mulia Utama) 
Hari / Tanggal : Jum‟at, 07 oktober 2016 
Tempat : Kantor KPPS BMT Dana Mulia Utama 
 
1. Peneliti : Bagaimana sejarah singkat berdirinya KPPS BMT Dana Mulia 
Utama ?  
Informan : Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah BMT Dana 
Mulia Utama berdiri sejak Tahun 2007 dengan No. Badan 
Hukum 807/BH/XIV.5/VI/2007, disahkan oleh Kementrian 
Negara koperasi dan usaha kecil menengah Republik Indonesia 
tertanggal 12 Juni 2007, ijin tanda daftar perusahaan 
113326400010 disahkan oleh kepala badan penanaman modal 
dan pelayanan perijinan terpadu Kabupaten Boyolali tertanggal 
19 Juli 2012 dan ijin usaha / operasional No. 
0142/11.32/MK/VII/2012 (SIUP MIKRO) disahkan oleh badan 
penanaman modal dan pelayanan perijinan terpadu Kabupaten 
Boyolali tertanggal 19 Juli 2012. 
 
2. Peneliti : Apa tujuan, visi dan misi KPPS BMT Dana Mulia Utam ? 
Informam : 1. Visi KSPPS BMT Dana Mulia Utama 
Menjadi lembaga keuangan atau koperasi atau BMT yang 
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berpengaruh teguh dan beroperasional sesuai dengan prinsip-
prinsip syari‟ah guna mewujudkan perekonomian masyarakat 
yang bebas riba menuju kemakmuran dan kemuliaan bagi 
masyarakat jawa tengah. 
2. Misi KSPPS BMT Dana Mulia Utama 
1. Menjalankan dan menegakkan perekonomian yang sesuai 
dengan ajaran islam. 
2. Menghapus dan mengikis perekonomian yang berbasis 
bunga yang telah mendapat fatwa haram dari Majelis Ulama 
Indonesia. 
3. Menjadi motor penggerak pertumbuhan perekonmian 
masyarakat. 
4. Membantu mewujudkan kemakmuran dan mengentaskan 
masyarakat dari kemiskinan. 
5. Menjadi lembaga keuangan syari‟ah yang kreatif berbasis 
teknlogi modern. 
6. Menjadi tempat untuk mensejahterakan anggota, pengelola 
dan masyarakat pada umumnya dengan berdasar pada 
peraturan perundan-undangan tentang perkoperasian. 
7. Ikut berupaya menggerakkan sector riil guna mewujudkan 
pembangunan negara yang kuat untuk kemakmuran 
bersama. 
3. Peneliti : Apa kegiatan umum yang dihasilkan oleh KPPS BMT Dana 
Mulia Utama ? 
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Informan : 1. KPPS BMT Dana Mulia Utama hanya sebagai Lembaga 
intermediasi antara sohibul mal dengan mudharib. 
2. Tujuan utama  KPPS BMT Dana Mulia Utama adalah dakwah,  
walaupun tidak sampai 100%. 
4. Peneliti :  Produk pembiayaan apa saja yang ada di KPPS BMT Dana 
Mulia Utama ? 
Informan : d. Murabahah yaitu pembiayaan yang disadarkan pada prinsip jual 
beli. 
e. Musyarakah yaitu pembiayaan yang didasarkan pada prinsip bagi 
hasil antar pemilik modal untuk suatu proyek bersama. 
f. Mudharabah yaitu pembiayaan yang didasarkan pada prinsip bagi 
hasil antara pemilik modal dengan pengelola modal. 
 
5. Peneliti : Berapa besarnya pertumbuhan untuk pembiayaan mudharabah ? 
Informan : Asumsi untuk kas 10% aman, dan aktiva productive nya semakin 
tahun semakin naik. 
6. Peneliti : Apa pertimbangan KPPS BMT Dana Mulia Utama dalam 
memberikan pembiayaan Mudharabah ? 
Informan  Calon nasabah atau penerima dana pembiayaan mudharabah 
datang ke KPPS BMT Dana Mulia Utama untuk mengajukan 
pembiayaan dengan melengkapi persyaratan awal yang telah 
ditentukan 
7. Peneliti : Apakah ada batasan yang di tetapkan oleh KPPS BMT Dana 
Mulia Utama mengenai jenis usaha yang boleh mendapatkan 
fasilitas pembiayaan mudharabah ? 
Informan : Tidak ada batasan mengenai usaha ataupun tempat bagi yang 
nasabah yang mengajukan pembiayaan.  
8. Peneliti : Apa saja syarat yang harus dipenuhi oleh nasabah untuk 
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mengajukan pembiayaan mudharabah ? 
Informan : Calon nasabah harus menjadi anggota terlebih dahulu, kemudian 
mengumpulkan syarat-syarat legalitas, seperti KTP, KK dll. Dan 
memberikan jaminan berupa BPKB Motor, atau Mobil, atau 
surat tanah. 
9. Peneliti : Berapa besar prosentase yang di berikan KPPS BMT Dana Mulia 
Utamakepada nasabah, apakah 100%  sesuai dengan keutuhan 
nasabah ? 
Informan : Iya, tapi harus dikurangi biaya2 terlebih dahulu. 
10. Peneliti : Apa saja beban yang harus ditanggung nasabah untuk 
memperoleh pembiayaan mudharabah ? 
Informan : Biaya buka rekening, biaya administrasi sebesar 0,25%,  biaya 
materai, biaya profisi sebesar 0.25%, dan biaya notaris.   
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TRANSKIP WAWANCARA II 
Informan : Eko (Manajer kantor KPPS BMT Dana Mulia Utama) 
Hari/Tanggal : Jum;at , 14 Oktober 2016 
1. Peneliti : Apakah KPPS BMT Dana Mulia Utama telah menetapkan rukun 
dan syarat pembiayaan mudharabah ? 
Informan : Sudah 
2. Peneliti : Untung sesuai kesepakatan sedangkan keruian financial hanya di 
tanggung oleh pemilik dana, apaka suah diterapkan seperti ini ? 
Informan : Belum, tetap harus ada bagi hasil terlebih dahulu dan di ambil 
sesuai kesepakatan antara nasabah dan pihak KPPS BMT Dana 
Mulia Utama, tetapi bagi hasil tetap diambil minimal. 
3. Peneliti : KPPS BMT Dana Mulia Utama sebagai pemilik dana, apakah 
memberikan kebebasan kepada pengelola dana dalam memilih 
usaha, tempat, atau caranaya ? 
Informan : Tidak, pihak KPPS BMT Dana Mulia Utama memberikan 
kebebasan kepada nasabah dalam mengelola dananya, baik itu 
usahanta, tempat nya, ataupun caranya.  
4. Peneliti : Apakah KPPS BMT Dana Mulia Utama bertindak sebagai 
pemilik dan dan pengelola dana ?  
Informan : Iya 
5. Peneliti : Dengan cara apa KPPS BMT Dana Mulia Utama mengelola 
uang nasabah ? 
Informan : Dikelola untuk pembiayaan, karna dana yang di gunakan adalah 
dana yang dihimpun dari nasabah. 
6. Peneliti : Pengelola dana meminjam dana pada entitas A, karna masih 
kurang meminjam kepada entitas B, apakah boleh ? 
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Informan : Tidak, karna untuk meminjamkannya pertimbangannya lebih 
banyak. 
7. Peneliti  Apakah dalam meminjam dana, pengelola dana harus mengelola 
dana nya sendiri ? tidak boleh dikelola oleh orang lain ? 
Informan : Terserah dari pengelola dana, yang terpenting harus sesuai 
kesepakatan antara pengelola dana dan pemilik dana. 
 
Informan : ibu Annisa (Staff administrasi) 
Hari/Tanggal  : Jum‟at, 21 Oktober 2016 
1. Peneliti : Asset yang dimudharabahkan apa saja ? apakah hanya uang 
saja ? 
Informan : Iya, hanya uang saja  
2. Peneliti : Apakah investasi dalam bentuk kas diukur sebesar jumlah yang 
dibayarkan ? 
Informan : Iya, tetapi akan dikurangi dengan biaya2, seperti biaya ngeprint 
akad, biaya administrasi, biaya buka rekening. Dan jika minta 
utuh, maka pengurangan biaya2 akan dibayar sendiri.  
3. Peneliti : Jika nilai investasi mudharabah turun sebelum usaha dimulai 
disebabkan rusak, hilang atau factor lain (yang buka kelalaian 
atau kesalahan pihak pengelola dana). Apakah penurunan nilai 
tersebut diakui sebagai kerugian dan mengurangi saldo 
investasi mudharabah ? 
Informan : Tidak, karna dalam proses pengantaran, yang bertanggung 
jawab adalah pihak ke3.  
4. Peneliti : Jika sebagian investasi mudharabah hilang setelah dimulainya 
usaha, tanpa adanya kelalaian atau kesalahan pengelola dana, 
apakah kerugian tersebut diperhitungkan pada saat bagi hasil ?  
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Informan : Iya, akan dihitung sesuai dengan standard, atau bisa di bayar 
pada bulan berikutnya.  
5. Peneliti : Apakah usaha mudharabah dianggap mulai berjalan sejak dana 
atau modal usaha mudharabah diterima oleh pengelola dana ? 
Informan : Iya, karna biaya administrasi dll sudah di hitung di awal akad.  
6. Peneliti : Apakah jika akad mudharabah berakhir sebelum atau saat jatuh 
tempo, atau belum di bayar oleh pengelola dana. Apakah 
investasi mudharabah diakui sebagai piutang ? 
Informan : Iya, karna dalam pembiayaan mudharabah, dari pihak 
pengelola yang bertandatangan harus 2 orang, yaitu penjamin 
dan yang menjalankan usaha. Dan penjamin harus dari unsure 
keluarga.  
7. Peneliti : Apakah jika investasi mudharabah melebihi satu periode 
pelaporan, maka penghasilan usaha bisa di akui dalam periode 
terjadinya hak bagi hasil sesuai nisbah yang disepakati ? 
Informan : Iya, sesuai dengan nisbah yang disepakati. 
8. Peneliti : Apakah pengakuan penghasilan mudharabah dalam praktik 
dapat diketahui berdasarkan laporan bagi hasil atas realisasi 
penghasilan usaha dari pengelola dana, dan tidak 
diperkenankan mengakui pendapatan dari proyeksi hasil usaha 
? 
Informan : Iya.  
Informan : ibu Annisa (Staff administrasi) 
Hari/Tanggal  : Jum‟at, 28 Oktober 2016 
1. Peneliti : Apakah kerugian akibat kelalaian  atau kesalahan pengelola 
dana dibebankan pada pengelola dana dan tidak mengurangi 
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investasi mudharabah ? 
Informan : Tetap dibebankan ber2, tetapi pengelola dana mempunyai 
tanggungan 2,1%  
2. Peneliti : Apakah hasil usaha yang belum dibayar oleh pengelola dana 
diakui sebagai piutang ? 
Informan : Iya, jika pada saat pembagian bagi hasilnya mundur, maka 
bertambah.  
 
Informan : ibu Annisa (Staff administrasi) 
Hari/Tanggal  : Jum‟at, 21 Oktober 2016 
Akuntansi Penghimpunan Dana 
1. Peneliti : Apakah dana yang iterima oleh pemilik dana diakui sebagai 
dana syirkah temporer sebesar jumlah kas atau nilai wajar asset 
non kas yang diterima ? dan pada saat akhir periode akuntansi, 
apakah dana syirkah temporer diukur sebesar nilai tercatatnya ? 
Informan : Iya, sesuai dengan yang dipinjam 
2. Peneliti : Apakah pengelola dana mengakui pendapatan atas penyaluran 
dana syirkah temporer secara bruto  sebelum dikurangi dengan 
bagian hak pemilik dana ? 
Informan : Iya, tetapi setelah dikurangi bagi hasil 
3. Peneliti : Apakah bagi hasil mudharabah dapat dilakukan dengan 
menggunakan dua prinsip ? 
Informan : Iya, yaitu bagi hasil dan bagi laba, tapi KSPPS BMT Dana 
Mulia Utama lebih kepenerapana bagi laba.  
4. Peneliti : Apakah hak pihak ketiga atas bagi hasil dan dana syirkah 
temporer yang sudah diperhitungkan tetapi belum dibagikan 
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kepada pemilik dana diakui sebagai kewajiban sebesar bagi 
hasil yang menjadi porsi pemilik dana ?  
Informan : Iya  
5. Peneliti : Kerugian yang diakibatkan oleh kesalahan atau kelalaian 
pengelola dana. Apakah diakui sebagai beban pengelola dana ? 
Informan : Iya.  
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PERNYATAAN STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN 
NO. 105 
AKUNTANSI MUDHARABAH 
Paragraf yang dicetak dengan huruf tebal dan miring 
adalah paragraf Standar. Paragraf Standar harus dibaca 
dalam kaitannya dengan paragraf penjelasan yang 
dicetak dengan huruf tegak (biasa). Pernyataan ini tidak 
wajib diterapkan untuk unsur-unsur yang tidak material 
(immaterial items). 
PENDAHULUAN 
Tujuan 
1. Pernyataan ini bertujuan untuk mengatur pengakuan, 
pengukuran, penyajian, dan pengungkapan transaksi 
mudharabah. 
Ruang Lingkup 
2. Pernyataan ini diterapkan untuk entitas yang 
melakukan transaksi mudharabah baik sebagai pemilik 
dana (shahibul maal) maupun pengelola dana (mudharib). 
3. Pernyataan ini tidak mencakup pengaturan 
perlakuan akuntansi atas obligasi syariah (sukuk) yang 
menggunakan akad mudharabah. 
Definisi 
4. Berikut ini adalah pengertian istilah yang 
digunakan dalam Pernyataan ini: 
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Mudharabah adalah akad kerjasama usaha antara dua 
pihak dimana pihak pertama (pemilik dana) menyediakan 
105.2 Hak Cipta © 2007 IKATAN AKUNTAN INDONESIA 
Akuntansi Mudharabah PSAK 105 
123456789 
seluruh dana, sedangkan pihak kedua (pengelola dana) 
bertindak selaku pengelola, dan keuntungan dibagi di 
antara mereka sesuai kesepakatan sedangkan kerugian 
finansial hanya ditanggung oleh pemilik dana. 
Mudharabah muthlaqah adalah mudharabah dimana 
pemilik dana memberikan kebebasan kepada pengelola 
dana dalam pengelolaan investasinya. 
Mudharabah muqayyadah adalah mudharabah dimana 
pemilik dana memberikan batasan kepada pengelola dana, 
antara lain mengenai tempat, cara dan atau obyek 
investasi. 
Mudharabah musytarakah adalah bentuk mudharabah 
dimana pengelola dana menyertakan modal atau dananya 
dalam kerjasama investasi. 
Karakteristik 
5. Entitas dapat bertindak baik sebagai pemilik dana atau 
pengelola dana. 
6. Mudharabah terdiri dari mudharabah muthlaqah, 
mudharabah muqayyadah, dan mudharabah musytarakah. 
Jika entitas bertindak sebagai pengelola dana, maka dana yang 
diterima disajikan sebagai dana syirkah temporer. 
7. Dalam mudharabah muqayadah, contoh batasan 
antara lain: 
(a) tidak mencampurkan dana pemilik dana dengan dana 
lainnya; 
(b) tidak menginvestasikan dananya pada transaksi penjualan 
cicilan, tanpa penjamin, atau tanpa jaminan; atau 
(c) mengharuskan pengelola dana untuk melakukan investasi 
sendiri tanpa melalui pihak ketiga. 
Akuntansi Mudharabah PSAK 105 
Hak Cipta © 2007 IKATAN AKUNTAN INDONESIA 105.3 
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8. Pada prinsipnya dalam penyaluran mudharabah tidak 
ada jaminan, namun agar pengelola dana tidak melakukan 
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penyimpangan maka pemilik dana dapat meminta jaminan dari 
pengelola dana atau pihak ketiga. Jaminan ini hanya dapat 
dicairkan apabila pengelola dana terbukti melakukan 
pelanggaran terhadap hal-hal yang telah disepakati bersama 
dalam akad. 
9. Pengembalian dana mudharabah dapat dilakukan 
secara bertahap bersamaan dengan distribusi bagi hasil atau 
secara total pada saat akad mudharabah diakhiri. 
10. Jika dari pengelolaan dana mudharabah menghasilkan 
keuntungan, maka porsi jumlah bagi hasil untuk pemilik dana 
dan pengelola dana ditentukan berdasarkan nisbah yang 
disepakati dari hasil usaha yang diperoleh selama periode akad. 
Jika dari pengelolaan dana mudharabah menimbulkan 
kerugian, maka kerugian finansial menjadi tanggungan pemilik 
dana. 
Prinsip Pembagian Hasil Usaha 
11. Pembagian hasil usaha mudharabah dapat dilakukan 
berdasarkan prinsip bagi hasil atau bagi laba. Jika berdasarkan 
prinsip bagi hasil, maka dasar pembagian hasil usaha adalah 
laba bruto (gross profit) bukan total pendapatan usaha (omset). 
Sedangkan jika berdasarkan prinsip bagi laba, dasar pembagian 
adalah laba neto (net profit) yaitu laba bruto dikurangi beban 
yang berkaitan dengan pengelolaan dana mudharabah. 
Contoh 
Uraian Jumlah Metode Bagi Hasil 
Penjualan 100 
Harga Pokok Penjualan 65 
Laba Kotor 35 Gross Profit Margin 
Beban 25 
Laba rugi bersih 10 Profit Sharing 
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PENGAKUAN DAN PENGUKURAN 
AKUNTANSI UNTUK PEMILIK DANA 
12. Dana mudharabah yang disalurkan oleh pemilik 
dana diakui sebagai investasi mudharabah pada saat 
pembayaran kas atau penyerahan aset nonkas kepada 
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pengelola dana. 
13. Pengukuran investasi mudharabah adalah sebagai 
berikut: 
(a) investasi mudharabah dalam bentuk kas diukur 
sebesar jumlah yang dibayarkan; 
(b) investasi mudharabah dalam bentuk aset nonkas 
diukur sebesar nilai wajar aset nonkas pada saat 
penyerahan: 
(i) jika nilai wajar lebih tinggi daripada nilai 
tercatatnya diakui, maka selisihnya diakui 
sebagai keuntungan tangguhan dan diamortisasi 
sesuai jangka waktu akad mudharabah. 
(ii) jika nilai wajar lebih rendah daripada nilai 
tercatatnya, maka selisihnya diakui sebagai 
kerugian; 
14. Jika nilai investasi mudharabah turun sebelum 
usaha dimulai disebabkan rusak, hilang atau faktor lain 
yang bukan kelalaian atau kesalahan pihak pengelola 
dana, maka penurunan nilai tersebut diakui sebagai 
kerugian dan mengurangi saldo investasi mudharabah. 
15. Jika sebagian investasi mudharabah hilang setelah 
dimulainya usaha tanpa adanya kelalaian atau kesalahan 
pengelola dana, maka kerugian tersebut diperhitungkan 
pada saat bagi hasil. 
16. Usaha mudharabah dianggap mulai berjalan sejak 
dana atau modal usaha mudharabah diterima oleh pengelola 
dana. 
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17. Dalam investasi mudharabah yang diberikan dalam 
aset nonkas dan aset nonkas tersebut mengalami penurunan 
nilai pada saat atau setelah barang dipergunakan secara efektif 
dalam kegiatan usaha mudharabah, maka kerugian tersebut 
tidak langsung mengurangi jumlah investasi, namun 
diperhitungan pada saat pembagian bagi hasil. 
18. Kelalaian atas kesalahan pengelola dana, antara lain, 
ditunjukkan oleh: 
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(a) persyaratan yang ditentukan di dalam akad tidak dipenuhi; 
(b) tidak terdapat kondisi di luar kemampuan (force majeur) 
yang lazim dan/atau yang telah ditentukan dalam akad; 
atau 
(c) hasil keputusan dari institusi yang berwenang. 
19. Jika akad mudharabah berakhir sebelum atau saat 
akad jatuh tempo dan belum dibayar oleh pengelola dana, 
maka investasi mudharabah diakui sebagai piutang. 
Penghasilan Usaha 
20. Jika investasi mudharabah melebihi satu periode 
pelaporan, penghasilan usaha diakui dalam periode 
terjadinya hak bagi hasil sesuai nisbah yang disepakati. 
21. Kerugian yang terjadi dalam suatu periode sebelum 
akad mudharabah berakhir diakui sebagai kerugian dan 
dibentuk penyisihan kerugian investasi. Pada saat akad 
mudharabah berakhir, selisih antara: 
(a) investasi mudharabah setelah dikurangi penyisihan 
kerugian investasi; dan 
(b) pengembalian investasi mudharabah; 
diakui sebagai keuntungan atau kerugian. 
22. Pengakuan penghasilan usaha mudharabah dalam 
praktik dapat diketahui berdasarkan laporan bagi hasil atas 
realisasi penghasilan usaha dari pengelola dana. Tidak 
diperkenankan mengakui pendapatan dari proyeksi hasil usaha. 
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23. Kerugian akibat kelalaian atau kesalahan 
pengelola dana dibebankan pada pengelola dana dan tidak 
mengurangi investasi mudharabah. 
24. Bagian hasil usaha yang belum dibayar oleh 
pengelola dana diakui sebagai piutang. 
AKUNTANSI UNTUK PENGELOLA DANA 
25. Dana yang diterima dari pemilik dana dalam akad 
mudharabah diakui sebagai dana syirkah temporer 
sebesar jumlah kas atau nilai wajar aset nonkas yang 
diterima. Pada akhir periode akuntansi, dana syirkah 
temporer diukur sebesar nilai tercatatnya. 
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26. Jika pengelola dana menyalurkan dana syirkah 
temporer yang diterima maka pengelola dana mengakui 
sebagai aset sesuai ketentuan pada paragraf 12 - 13. 
27. Pengelola dana mengakui pendapatan atas pengaluran 
dana syirkah temporer secara bruto sebelum dikurangi dengan 
bagian hak pemilik dana. 
28. Bagi hasil mudharabah dapat dilakukan dengan 
menggunakan dua prinsip, yaitu bagi laba atau bagi hasil seperti 
yang dijelaskan pada paragraf 11. 
29. Hak pihak ketiga atas bagi hasil dana syirkah 
temporer yang sudah diperhitungkan tetapi belum 
dibagikan kepada pemilik dana diakui sebagai kewajiban 
sebesar bagi hasil yang menjadi porsi hak pemilik dana. 
30. Kerugian yang diakibatkan oleh kesalahan atau 
kelalaian pengelola dana diakui sebagai beban pengelola 
dana. 
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Mudharabah Musytarakah 
31. Jika pengelola dana juga menyertakan dana 
dalam mudharabah musytarakah, maka penyaluran dana 
milik pengelola dana tersebut diakui sebagai investasi 
mudharabah. 
32. Akad mudharabah musytarakah merupakan 
perpaduan antara akad mudharabah dan akad musyarakah. 
33. Dalam mudharabah musytarakah, pengelola dana 
(berdasarkan akad mudharabah) menyertakan juga dananya 
dalam investasi bersama (berdasarkan akad musyarakah). 
Pemilik dana musyarakah (musytarik) memperoleh bagian 
hasil usaha sesuai porsi dana yang disetorkan. Pembagian hasil 
usaha antara pengelola dana dan pemilik dana dalam 
mudharabah adalah sebesar hasil usaha musyarakah setelah 
dikurangi porsi pemilik dana sebagai pemilik dana musyarakah. 
34. Pembagian hasil investasi mudharabah 
musytarakah dapat dilakukan sebagai berikut: 
(a) hasil investasi dibagi antara pengelola dana (sebagai 
mudharib) dan pemilik dana sesuai dengan nisbah 
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yang disepakati, selanjutnya bagian hasil investasi 
setelah dikurangi untuk pengelola dana (sebagai 
mudharib) tersebut dibagi antara pengelola dana 
(sebagai musytarik) dengan pemilik dana sesuai 
dengan porsi modal masing-masing; atau 
(b) hasil investasi dibagi antara pengelola dana (sebagai 
musytarik) dan pemilik dana sesuai dengan porsi 
modal masing-masing, selanjutnya bagian hasil 
investasi setelah dikurangi untuk pengelola dana 
(sebagai musytarik) tersebut dibagi antara pengelola 
dana (sebagai mudharib) dengan pemilik dana sesuai 
dengan nisbah yang disepakati. 
35. Jika terjadi kerugian atas investasi, maka kerugian 
dibagi sesuai dengan porsi modal para musytarik. 
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PENYAJIAN 
36. Pemilik dana menyajikan investasi mudharabah 
dalam laporan keuangan sebesar nilai tercatat. 
37. Pengelola dana menyajikan transaksi mudharabah 
dalam laporan keuangan: 
(a) dana syirkah temporer dari pemilik dana disajikan 
sebesar nilai tercatatnya untuk setiap jenis 
mudharabah; 
(b) bagi hasil dana syirkah temporer yang sudah 
diperhitungkan tetapi belum diserahkan kepada 
pemilik dana disajikan sebagai pos bagi hasil yang 
belum dibagikan di kewajiban 
PENGUNGKAPAN 
38. Pemilik dana mengungkapkan hal-hal terkait 
transaksi mudharabah, tetapi tidak terbatas, pada: 
(a) isi kesepakatan utama usaha mudharabah, seperti 
porsi dana, pembagian hasil usaha, aktivitas usaha 
mudharabah, dan lain-lain; 
(b) rincian jumlah investasi mudharabah berdasarkan 
jenisnya; 
(c) penyisihan kerugian investasi mudharabah selama 
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periode berjalan; dan 
(d) pengungkapan yang diperlukan sesuai PSAK 101: 
Penyajian Laporan Keuangan Syariah. 
39. Pengelola dana mengungkapkan hal-hal terkait 
transaksi mudharabah, tetapi tidak terbatas, pada: 
(a) isi kesepakatan utama usaha mudharabah, seperti 
porsi dana, pembagian hasil usaha, aktivitas usaha 
mudharabah, dan lain-lain; 
(b) rincian dana syirkah temporer yang diterima 
berdasarkan jenisnya; 
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 (c) penyaluran dana yang berasal dari mudharabah 
muqayadah; dan 
(d) pengungkapan yang diperlukan sesuai PSAK 101: 
Penyajian Laporan Keuangan Syariah. 
KETENTUAN TRANSISI 
40. Pernyataan ini berlaku secara prospektif untuk 
transaksi mudharabah yang terjadi setelah tanggal efektif. 
Untuk meningkatkan daya banding laporan keuangan 
maka entitas dianjurkan menerapkan Pernyataan ini 
secara retrospektif. 
TANGGAL EFEKTIF 
41. Pernyataan ini berlaku untuk penyusunan dan 
penyajian laporan keuangan entitas yang dimulai pada 
atau setelah tanggal 1 Januari 2008. 
PENARIKAN 
42. Pernyataan ini menggantikan PSAK 59: Akuntansi 
Perbankan Syariah, yang berhubungan dengan pengakuan, 
pengukuran, penyajian, dan pengungkapan mudharabah.
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